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 BAB I 
PENDAHULUAN 
A. Latar Belakang Masalah 
 
Partisipasi merupakan salah satu hak asasi warga negara dalam 
menyampaikan pendapat terhadap segala bentuk peristiwa maupun permasalahan 
yang ada di sekitar lingkungan mereka dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa 
dan bernegara terhadap sesuatu yang mereka lihat yang tidak sesuai dengan norma-
norma yang ada. Dalam kehidupan berkewarganegaraan yang baik, setiap warga 
negara harus taat dan patuh terhadap ketentuan perundang-undangan dan hukum yang 
berlaku sesuai yang diamanatkan dalam UUD 1945. Salah satu bentuk partisipasi 
warga negara terhadap penyimpangan yang ada adalah perilaku berjudi yang banyak 
merugikan dan membuat keresahan dalam masyarakat serta dapat merusak moral 
generasi muda sebagai generasi penerus bangsa. 
Hak Asasi Manusia dalam mengemukakan pendapat dan kewajiban warga 
negara dalam membela bangsa dan negara baik dari ancaman luar maupun ancaman 
dari dalam bangsa itu sendiri suatu kewajiban yang dimiliki oleh setiap warga negara 
Perjudian yang terjadi dalam masyarakat merupakan salah satu ancaman untuk negara 
yang berasal dari dalam karena dapat merusak akhlak generasi mudanya agar 
terjerumus kedalam perbuatan yang negatif dalam kehidupan berbangsa dan 
bernegara untuk itu sebagai generasi penerus bangsa warga negara harus menjaga 
segala bentuk ancaman yang ada baik dari luar maupun dari dalam bangsa sendiri. 
Partisipasi warga Colomadu sekarang ini sedang mengalami kemunduran 
yang diakibatkan oleh kesukaan warganya dalam bermain judi khususnya di 
Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dimana warganya suka bermain judi 
dengan alasan ingin mendapatkan uang yang cepat tanpa harus mengeluarkan tenaga 
serta dijadikan ajang berkumpul sesama teman dan dijadikan arena taruhan. Perjudian 
merupakan perilaku yang tidak baik dimana perjudian tersebut dapat merusak moral 
 warga Colomadu yang diwujudkan dengan hilangnya rasa toleransi antar sesama 
warga, pudarnya rasa persatuan dan kesatuan, hilangnya rasa persaudaraan antar 
sesama warga negara yang satu dengan warga negara yang lainnya. 
Meskipun aparat keamanan menyatakan perang terhadap berbagai praktek 
perjudian yang ada dimasyarakat, namun dalam kenyataannya masih banyak tempat-
tempat perjudian yang masih beroperasi. Adapun upaya dalam memberantas 
perjudian akan menjadi sia-sia tanpa diiringi dengan komitmen yang jelas. Fakta yang 
ada dalam lapangan menunjukkan bahwa praktek perjudian yang mencolok bisa 
beroperasi selama bertahun-tahun dan tidak mengherankan bila aparat keamanan 
dianggap bersikap diskriminasi dalam memberantas perjudian dalam masyarakat, 
karena dalam penutupan tempat perjudian tidak pernah berlangsung permanen 
melainkan penutupan sementara hanya bertujuan untuk menaikkan nilai kompromi 
dengan aparat. Wujud kompromi berupa upeti yang dilakukan oleh bandar judi 
kepada aparat dengan tujuan untuk memperlancar bisnis perjudian sebagai uang 
keamanan yang sudah sangat lazim dilakukan dalam bisnis perjudian. Masyarakat 
Colomadu lebih dari 90 % beragama Islam, namun merupakan hal yang ironis apabila 
masyarakatnya melakukan perjudian karena sudah jelas perjudian menurut hukum 
Islam apapun bentuk dan wujud dari perjudian tersebut adalah hukumnya haram dan 
dilarang oleh Allah, seperti dalam firman Allah, (Q.S. Al-Maidah, 90-91). 
Firmam Allah Swt; 
  
   
  
    
  
     
    
   
   
   
      







“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah adalah termasuk perbuatan 
syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu mendapat keberuntungan. 
Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak menimbulkan permusuhan dan 
kebencian di antara kamu lantaran (meminum) khamar dan berjudi itu, dan 
menghalangi kamu dari mengingat Allah dan sembahyang. Maka berhentilah kamu 
(dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (QS.Al-Maidah,90:91) 
Firman Allah SWT sudah jelas bahwa segala sesuatu bentuk dari perjudian 
yang dilakukan itu dilarang keras dalam ajaran agama. Karena perjudian dapat 
menimbulkan permusuhan, perasaan benci, iri dan dengki kepada sesamanya. Antara 
manfaat dan kerugian yang dapat ambil dari perjudian lebih banyak kerugian yang 
diperoleh. 
 Sebagai warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhannya, maka 
sudah seharusnya membekali diri sendiri dengan ajaran agama dan ketaatan terhadap 
penciptanya yang harus diterapkan dalam berperilaku dikehidupan sehari-hari baik 
dilingkungan masyarakat, berbangsa, dan bernegara. Jadi sudah seharusnya sebagai 
warga negara taat pada hukum harus menjauhi dan tidak mendekati praktek perjudian 
karena lebih banyak kerugian yang kita peroleh dibandingkan dengan manfaat yang 
akan kita dapatkan baik dalam kehidupan didunia maupun diakhirat nanti. Kita 
sebagai warga negara yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa 
tidak boleh tertipu dengan tipu daya dan kenikmatan di dunia karena itu merupakan 
siasat dari syaitan untuk menjerumuskan kita sebagai umat manusia kedalam lembah 
kesengsaraan. 
 Kemudian dalam Kitap Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) dalam pasal 
303 ayat 1 yang melarang tegas dan diancam hukuman dengan hukuman penjara dan 
denda. Pada pasal ini dijelaskan: 
1) Diancam denda pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau denda 
setinggi-tingginya dua puluh lima juta rupiah, barang siapa tanpa mendapatkan 
izin: 
a) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan untuk bermain 
perjudian dan menjadikan sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja 
turut serta dalam perusahaan itu. 
b) Dengan sengaja menawarkan atau memberikan kesempatan kepada khalayak 
ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu 
dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu adanya suatu 
syarat atau dipenuhi suatu tata cara. 
c) Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai mata pencaharian. 
Berdasarkan kenyataan yang terjadi dan berkembang dalam masyarakat, hal 
ini dapat dilihat bahwa di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar lebih dari 
90% penduduknya memeluk agama Islam dan banyak didirikan masjid-masjid 
sebagai tempat beribadah, perkumpulan pengajian, Ikatan remaja masjid didirikan, 
namun kurang diminati oleh warga masyarakat. Tetapi dalam realitas dilapangan 
banyak warga masyarakat yang ikut terjun langsung dalam arena perjudian yang 
semakin lama semakin mengkhawatirkan yang dapat menjerumuskan kelembah 
kesengsaraan baik didunia maupun diakhirat. 
Dilihat dari perspektif kewarganegaraan, maka permasalahan yang penulis 
teliti ada hubunganya dengan ilmu kewarganegaraan yang lebih spesifik membahas 
mengenai hak dan kewajiban warga negara dalam hal ini adalah kewajiban warga 
negara untuk berpartisipasi dalam menanggulangi perjudian yang terjadi di 
Kecamatan Colomadu. 
Sehubungan dengan permasalahan sosial tersebut di atas, maka peneliti 
tertarik untuk menyusun skripsi dengan judul “PARTISIPASI WARGA NEGARA 
 DALAM MENANGGULANGI PERJUDIAN DI KECAMATAN COLOMADU 
KABUPATEN KARANGANYAR“. 
 
B. Rumusan Masalah 
Berdasarkan uraian latar belakang masalah di atas, penulis dapat  memberikan 
perumusan masalah  sebagai berikut : 
1. Mengapa perjudian sering terjadi di Kecamatan Colomadu Kabupaten 
Karanganyar?  
2. Bagaimana partisipasi warga negara (warga Colomadu) dalam menanggulangi 
perjudian? 
C. Tujuan Penelitian 
Berkaitan dengan uraian perumusan masalah di atas, maka tujuan yang ingin 
dicapai dalam penelitian ini adalah: 
1. Untuk mengetahui mengapa perjudian sering terjadi di Kecamatan Colomadu 
Kabupaten Karanganyar. 
2. Untuk mengetahui bagaimana partisipasi warga negara (warga Colomadu) dalam 
menanggulangi perjudian. 
 
D. Manfaat Penelitian 
 
Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat, baik secara teoritis 
maupun praktis. Adapun manfaat itu dapat penulis rumuskan sebagai berikut : 
1. Manfaat Teoritis 
a. Dapat menambah khasanah dalam mengembangkan ilmu sosial khususnya 
dibidang ilmu kewarganegaraan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga 
negara dalam pembelaan negaranya dari segala ancaman baik dari luar maupun 
dari dalam. 
 b. Sebagai suatu karya ilmiah maka hasil penelitian diharapkan mampu memberikan 
kontribusi bagi peneliti yang lain atau peneliti selanjutnya. 
c. Sebagai latihan pengetrapan, pengalaman, dan menambah kepustakaan ilmiah 
dengan membandingkan antara teori di perkuliahan dengan praktek dimasyarakat. 
2. Manfaat Praktis 
a. Diharapkan hasil penelitian ini dapat memberikan masukan kepada pihak-pihak 
yang berkepentingan dalam menanggulangi perjudian, sehingga dapat tercipta 
kehidupan dalam masyarakat yang adil dan makmur. 
b. Menambah kepustakaan dalam bidang Ilmu Sosial di Program Pendidikan 
Pancasila dan Kewarganegaraan, Jurusan Pendidikan Ilmu Sosial, Fakultas 





































A. Tinjaun pustaka 
 
1. Tinjauan Tentang Partisipasi 
a. Pengertian Partisipasi 
Kata partisipasi berasal dari bahasa Inggris “to take part” atau bila 
diterjemahkan dalam bahasa Indonesia yang berarti ambil bagian. Sedangkan 
partisipasi dalam pengertian umum diartikan dengan peran serta, keikut sertaan 
seseorang atau sekumpulan orang dalam suatu kegiatan bersama. Untuk mengetahui 
lebih lanjut tentang pengertian partisipasi akan disajikan beberapa pendapat tentang 
pengertian tersebut. Partisipasi adalah dimana para warga negara `mengambil bagian` 
dengan jalan menyatakan dukungan kepada pemerintah, berbasis dalam parade, 
bekerja keras dalam proyek-proyek pembangunan, berpartisipasi dalam kelompok 
pemuda yang diselenggarakan oleh pemerintah, atau memberikan suara dalam 
pemilihan-pemilihan yang seremonial (Samuel P. Huntington, 1975:9). 
Menurut Bonoro Tjokroamidjojo yang dikutip oleh Taliziduhu Ndraha, (1990: 
101) “Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam menentukan arah, strategi dan 
kebijakan pembangunan yang dilakukan oleh pemerintah, keterlibatan masyarakat 
dalam memikul beban dan dalam memetik hasil atau manfaat pembangunan”. 
Sedangkan menurut pendapat Santosa Saputra yang dikutip Taliziduhu Ndraha, 
(1990:148) menjelaskan adalah “Partisipasi adalah keterlibatan mental atau pikiran 
dan emosi/perasaan dalam suatu kelompok yang mendorongnya untuk memberi 
 sumbangan kepada kelompok dalam usaha untuk mencapai tujuan serta 
bertanggungjawab terhadap usaha yang dilakukan”. 
Partisipasi menurut Mubiyarto yang dikutip oleh Taliziduhu Ndraha, 
(1990:102) berpendapat bahwa “Partisipasi adalah kesediaan untuk berhasilnya setiap 
program sesuai kemampuan setiap orang tanpa harus mengorbankan kepentingan 
sendiri”. Sedangkan menurut pendapat dari Totok Mardikanto (1988:101) “Partisipasi 
adalah keikut sertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu 
kegiatan”. 
Dari beberapa pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi 
merupakan keikut sertaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan 
bersama memberikan dukungan dan bertanggung jawab terhadap usaha dan hasil 
aktifitas tersebut yang berpusat kepada kepentingan dan juga ikut memikul tanggung 
jawab sesuai dengan tingkat kematangan atau tingkat kewajibannya. 
 
b. Macam-macam Partisipasi 
Berdasarkan derajat kesukarelaan partisipan, menurut Dusseldrorp yang 
dikutip oleh Totok Mardikanto, (1998:105-107) menjelaskan ada beberapa macam 
partisipasi yaitu: 
1) Partisipasi bebas 
Yaitu partisipasi yang dilandasi oleh rasa kesuka-relaan yang bersangkutan untuk 
mengambil bagian dalam suatu kegiatan. 
2) Partisipasi spontan 
Yaitu partisipasi yang tumbuh secara spontan dari keyakinan atau pemahaman 
sendiri tanpa adanya pengaruh yang diterimanya dari penyuluhan, bujukan, 
sosialisasi maupun ajakan dari pihak lain. 
3) Partisipasi Terinduksi 
Yaitu partisipasi yang tumbuh bukan karena kemauan atau keyakinan dari diri 
sendiri tetapi karena adanya bujukan agar ia secara sukarela berpartisipasi dalam 
kegiatan tertentu yang dilaksanakan oleh masyarakat. 
4) Partisipasi Paksaan atau Partisipasi Tertekan 
Partisipasi ini dibedakan menjadi 2 macam, yaitu : 
(a) Partisipasi tertekan karena keadaan sosial-ekonomi 
 Yaitu partisipasi seolah-olah disamakan dengan partisipasi bebas, hanya jika 
ia tidak berpartisipasi dalam kegiatan tertentu maka ia akan menghadapi 
tekanan, ancaman atau bahkan bahaya yang akan menekan kehidupan sendiri 
dan keluarganya. 
(b) Partisipasi karena kebiasaan 




c. Syarat tumbuhnya Partisipasi 
Menurut pendapat Margono Slamet seperti yang dikutip oleh Totok 
Mardikanto (1998:101-111) menjelaskan bahwa “Untuk tumbuhnya partisipasi itu 
sendiri sebagai suatu kegiatan nyata diperlukan, 1) adanya kesempatan, 2) 
kemampuan, 3) kemauan warga masyarakat untuk berpartisipasi”. 
Dalam kenyataannya banyak program kegiatan yang kurang memperoleh 
partisipasi dari masyarakat karena kurangnya kesempatan yang diberikan kepada 
masyarakat untuk berpartisipasi. Dilain pihak kurangnya informasi yang diberikan 
kepada masyarakat tentang kapan, dan dalam bentuk apa mereka dapat ikut 
berpartisipasi.  
1) Kemampuan untuk berpartisipasi; 
2) Kemauan warga masyarakat untuk berpartisipasi; 
3) Mengembangkan kesadaran berpartisipasi. 
Untuk mengembangkan kesadaran berpartisipasi dari masyarakat terhadap 
suatu kegiatan maka hal yang perlu dilakukan adalah: 
1) Jangan membiarkan warga terus menerus dalam ikatan tradisi yang menghambat 
kemajuan. 
2) Mengembangkan partisipasi warga masyarakat desa dalam arti formil dan 
materiil. 
3) Penggalangan dana masyarakat secara gotong royong. 
 
2. Tinjauan tentang Warga Negara 
 a. Pengertian Warga Negara 
Menurut Kansil, (2003:167) “Warga negara adalah penduduk sebuah negara 
atau bangsa yang berdasarkan keturunan (ius sanguinis), tempat kelahiran (ius soli), 
mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara 
tersebut”. Sementara menurut Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 
dalam ketentuan umum pasal 1 “Warga negara adalah warga suatu negara yang 
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Kemudian menurut Srijianti, 
dkk (2006:74) “Warga negara adalah anggota suatu negara dan sebagai anggota suatu 
negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya”. 
Sedangkan menurut Winarno, (2007:47) “Warga negara adalah warga atau 
anggota dari suatu negara”. Istilah warga negara terjemahan dari kata citizen (bahasa 
Inggris) yang mempunyai arti sebagai berikut: 
1) Warga negara; 
2) Petunjuk dari sebuah kota; 
3) Sesama warga negara, sesama penduduk, orang setanah air; 
4) Bawahan atau kawula. 
Pengertian lain tentang warga negara juga diatur dalam Undang-Undang 
Dasar 1945, yang mengatur tentang warga negara pada pasal 26, 27, 28, dan 30, yang 
isinya sebagai berikut : 
a) Pasal 26, ayat (1) yang berbunyi, yang menjadi warga negara adalah orang-orang 
bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-
undang sebagai warga negara. 
b) Pasal 27, ayat (1) segala warga negara bersama-sama dengan kedudukannya di 
dalam hukum dan pemerintahan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu 
dengan tidak ada kecualiannya. Pada ayat (2) yang berbunyi tiap-tiap warga 
negara berhak mendapatkan pekerjaan dan penghidupan yang layak. 
c) Pasal 28. Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pendapat, 
pikiran dengan lisan dan tertulis yang ditetapkan oleh undang-undang. 
 d) Pasal 30. Hak dan kewajiban warga negara untuk ikut serta dalam pembelaan 
negara. 
 Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa Warga negara adalah 
warga atau anggota dari suatu negara yang berdasarkan keturunan (ius sanguinis), 
tempat tinggal lahir (ius soli), dan sebagainya yang mempunyai kewajiban dan hak 
terhadap negaranya yang berdasarkan perundang-undangan atau perjanjian-perjanjian 
dan peraturan yang berlaku  
b. Hak dan Kewajiban Warga Negara Indonesia 
Menurut Sri Wuryan Azis, dkk (1999:4) ”Hak adalah sesuatu kekuasaan yang 
secara sah dimiliki seseorang, baik atas diri pribadi atau orang lain maupun atas harta 
benda atau benda yang di luar dirinya”.  
 Sedangkan menurut Chaeruni Baroroh (1996:57) ”Hak adalah sesuatu 
kekuasaan (wewenang) yang oleh hukum diberi kepada seseorang baik atas diri 
pribadi, atas orang lain maupun atas harta benda yang di luar dirinya”. 
Kewajiban adalah suatu tugas yang harus dijalankan oleh setiap manusia 
untuk mempertahankan dan membela haknya. (Chaeruni Baroroh, 1996:57). 
Menurut Sri Wuryan Azis, dkk (1999:4) “Kewajiban adalah tugas yang harus 
dijalani oleh seseorang untuk mempertahankan dan membela haknya untuk berkuasa 
dan kewajiban ini dijamin oleh hukum”. 
Pengertian Hak Asasi Manusia dijelaskan oleh Winarno, (2007:87) “Hak 
Asasi Manusia merupakan hak dasar yang melekat dan dimiliki setiap manusia 
sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa”.      
Hak Asasi Manusia merupakan sesuatu yang diberikan oleh Tuhan kepada 
setiap manusia di dunia sejak dia dilahirkan sampai dia meninggal nanti. Hak warga 
negara Indonesia terhadap negara telah diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945 dan 
diatur hukum lainnya yang merupakan turunan dari hak-hak umum yang digariskan 
dalam UUD 1945. Hak warga negara ini adalah sesuatu yang dapat dimiliki oleh 
warga negara dari negaranya. Sedangkan kewajiban warga negara terhadap negaranya 
 dan kewajiban terhadap masyarakatnya yang secara keseluruhan dalam kehidupan 
bermasyarakat, berbangsa dan bernegara yang ditetapkan dengan Undang-undang. 
Prinsip utama dalam menentukan hak dan kewajiban warga negara adalah adanya 
keterlibatan warga negara baik secara langsung maupun tidak langsung dalam setiap 
perumusan hak dan kewajiban tersebut, sehingga sebagai warga negara mempunyai 
kesadaran terhadap hak dan kewajiban tersebut sebagai bagian dari kesepakatan 
bersama.  
Hak warga negara semuanya tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 
yaitu yang terdapat dalam pasal 26, pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, pasal 31, 
pasal 33, pasal 34.  Jadi hak dan kewajiban warga negara yang merupakan sesuatu hal 
yang harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, tidak boleh diabaikan dan tidak 
boleh dikurangi atau dirampas oleh siapapun. Sesuai dengan pasal-pasal yang 
terdapat dalam Undang-Undang Dasar 1945 hak warga negara (Kansil, 2003:91-92) 
adalah sebagai berikut:  
1) Pasal 26 ayat (1) menjelaskan siapa warga negara, yang menjadi warga negara 
ialah orang-orang bangsa Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang 
disahkan oleh Undang-Undang sebagai warga negara. Pasal 26 ayat (3) 
menjelaskan: Hal-hal mengenai warga negara dan penduduk diatur dengan 
Undang-undang. 
2) Kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan; Pasal 27 ayat (1) 
menegaskan kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan. Segala warga 
negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan itu dengan 
tidak ada kecualinya. Pasal 27 ayat (2) menegaskan tiap-tiap warga negara  
berhak atas pekerjaan dan penghidupan yang layak bagi kemanusiaan. 
3) Kemerdekaan berserikat dan berkumpul; Pasal 28 menegaskan kemerdekaan 
berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan, dan 
sebagainya ditetapkan dengan Undang-Undang. 
4) Kemerdekaan memeluk agama; Pasal 29 ayat (1) UUD 1945 menyatakan: Negara 
berdasar atas Ketuhanan Yang Maha Esa. 
 5) Hak dan kewajiban membela negara; Pasal 30 ayat (1) menegaskan bahwa tiap-
tiap warga negara berhak dan wajib ikut dalam usaha pertahanan dan keamanan 
negara. 
6) Hak untuk mendapat pendidikan; Pasal 31 ayat (1) UUD 1945 menetapkan bahwa 
setiap warga negara berhak mendapat pendidikan. Pada ayat (2) Setiap warga 
negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. 
7) Kesejahteraan sosial; Pasal 33 UUD 1945 mengatur kesejahteraan sosial. Pasal 33 
menyatakan: 
(a) Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasarkan atas asas 
kekeluargaan. 
(b) Cabang-cabang produksi yang penting bagi negara dan yang menguasai hajat 
hidup orang banyak dikuasai oleh negara. 
(c) Bumi dan air dan kekayaan alam yang terkandung didalamnya dikuasi oleh 
negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat  
   Adapun kewajiban sebagai warga negara adalah wajib menjunjung tinggi 
hukum dan pemerintahan yang terdapat dalam pasal 27 ayat (1), (2) dan (3), pasal 30 
ayat (1), dan pasal 31 ayat (2) yang berbunyi: 
1) Kewajiban menaati hukum dan pemerintahan ini tertuang dalam pasal 27 ayat (1) 
UUD 1945 yaitu: Segala warga negara bersama kedudukannya di dalam hukum 
dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya. Wajib ikut serta dalam upaya 
pembelaan negara, kewajiban membela negara tertuang dalam pasal 27 ayat (3) 
UUD 1945 yang menyatakan: Setiap warga negara berhak dan wajib ikut serta 
dalam upaya pembelaan negara. Wajib menghormati hak asasi manusia orang 
lain, wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan Undang-undang 
untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang 
lain.  
2) Kewajiban ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara tertuang 
dalam pasal 30 ayat (1) UUD 1945 yang menyatakan: Tiap-tiap warga negara 
berhak dan wajib ikut serta dalam usaha pertahanan dan keamanan negara.  
 3) Kewajiban mengikuti pendidikan dasar tertuang dalam pasal 31 ayat (2) yaitu: 
Setiap warga negara wajib mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib 
membiayainya 
Sedangkan Hak dan kewajiban negara terhadap warga negara Indonesia: 
1) Hak negara untuk ditaati hukum dan pemerintahan. 
2) Hak negara untuk dibela. 
3) Hak negara untuk menguasai bumi, air dan kekayaan untuk kepentingan rakyat. 
4) Kewajiban negara untuk menjamin sistem hukum yang adil. 
5) Kewajiban negara untuk menjamin hak asasi warga negara. 
6) Kewajiban negara untuk mengembangkan sistem pendidikan nasional untuk 
rakyat. 
7) Kewajiban negara memberi jaminan sosial. 
8) Kewajiban negara memberi kebebasan beribadah.  
Dari pengertian tersebut maka dapat disimpulkan, hak merupakan sesuatu hal 
yang benar dan baik yang berupa benda atau sesuatu hal yang tidak terlihat dan 
sesuatu hal yang bisa dituntut, dimiliki, dipunyai oleh setiap individu dan sungguh-
sungguh ada sehingga bisa dirasakan oleh setiap manusia didalam kehidupannya baik 
dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Kewajiban adalah segala 
bentuk sesuatu yang harus dilakukan dan dipenuhi dalam segala bidang kehidupan 
untuk dipertahankan dan dibela baik di kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan 
bernegara. Jadi hak dan kewajiban setiap warga negara adalah sama dimana 
hubungan itu tercermin dalam hak dan kewajiban yang bersifat timbal balik antara 
negara dengan warga negara. 
 
c. Partisipasi Warga Negara 
Partisipasi aktif warga negara dalam penanggulangan perjudian tidak akan 
dapat berjalan dengan baik dan tidak mungkin dapat mencapai tujuan yang diinginkan 
tanpa keikut sertaan seluruh lapisan masyarakat yang ada, dimana partisipasi warga 
 negara mutlak diperlukan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan oleh pemerintah 
pusat maupun oleh pemerintah daerah. Partisipasi aktif dari warga negara tersebut 
sering disebut dengan swadaya atau gotong-royong. Menurut pendapat Santosa 
Saputra yang dikutip Taliziduhu Ndraha (1990:148) menjelaskan bahwa “Partisipasi 
adalah keterlibatan mental atau pikiran dan emosi atau perasaan dalam suatu 
kelompok yang mendorongnya untuk memberi sumbangan kepada kelompok dalam 
usaha untuk mencapai tujuan serta bertanggung jawab terhadap usaha yang 
dilakukan”. Sedangkan menurut pendapat Totok Mardikanto, (1988:101) “Partisipasi 
adalah keikut sertaan seseorang atau sekelompok anggota masyarakat dalam suatu 
kegiatan”. 
Menurut Kansil, (2003:167) “Warga negara adalah penduduk sebuah negara 
atau bangsa yang berdasarkan keturunan (ius sanguinis), tempat kelahiran (ius soli), 
mempunyai kewajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara 
tersebut”. Sementara dalam Undang-Undang Kewarganegaraan No. 12 Tahun 2006 
dalam ketentuan umum pasal 1 “Warga negara adalah warga suatu negara yang 
ditetapkan berdasarkan peraturan perundang-undangan”. Kemudian menurut Srijianti, 
dkk (2006:74) “Warga negara adalah anggota suatu negara dan sebagai anggota suatu 
negara, seorang warga negara mempunyai kedudukan khusus terhadap negaranya”. 
Dari pendapat diatas dapat ditarik kesimpulan bahwa partisipasi warga negara 
adalah keikut sertaan seseorang atau sekelompok orang dalam suatu kegiatan bersama 
memberikan dukungan dan bertanggung jawab terhadap usaha dan hasil aktifitas 
tersebut yang berpusat kepada kepentingan dan juga ikut memikul tanggung jawab 
sesuai dengan tingkat kematangan atau tingkat kewajibannya dari suatu negara yang 
berdasarkan keturunan, tempat tinggal lahir, dan sebagainya yang mempunyai 
kewajiban dan hak terhadap negaranya yang berdasarkan perundang-undangan atau 
perjanjian-perjanjian dan peraturan yang berlaku. 
 
3. Tinjauan Tentang Perjudian  
 a. Pengertian Perjudian  
Menurut Kartini Kartono, (1981:56) “Perjudian adalah pertaruhan dengan 
sengaja, yaitu mempertaruhkan satu nilai atau sesuatu yang dianggap bernilai dengan 
menyadari adanya resiko dan harapan-harapan tertentu, pada peristiwa-peristiwa 
permainan, pertandingan, perlombaan dan kejadian-kejadian yang atau belum pasti 
hasilnya”. 
Perjudian menurut Dali Mutiara tafsiran KUHP sebagaimana dikutip Kartini 
Kartono (1983:58) adalah sebagai berikut: “Permainan judi ini diartikan dengan arti 
yang luas, juga termasuk segala pertaruhan tentang kalah menang suatu pacuan kuda 
atau segala pertaruhan dalam perlombaan-perlombaan yang diadakan dua orang yang 
ikut sendiri dalam perlombaan-perlombaan itu”. Pengertian lain tentang perjudian di 
kemukakan oleh Simanjuntak B (1981:195) menyatakan pendapatnya sebagai 
berikut: ”Judi adalah pertaruhan yang diharapkan keuntungan yang disertai sifat 
spekulasi fantastik  yang datang dari aspirasi materi karena longgarnya norma sosial 
masyarakat”. 
Sedangkan menurut Pasal 303 ayat (3) Kitap Undang-Undang Hukum Pidana, 
perjudian adalah “Tiap-tiap permainan, dimana pada umumnya kemungkinan 
mendapatkan untung tergantung pada keberuntungan saja, juga karena permainannya 
lebih terlatih atau lebih mahir. Disitu termasuk segala pertarungan tentang keputusan 
perlombaan atau permainan lain-lainnya, yang tidak diadakan antara mereka yang 
turut berlomba atau bermain, demikian juga segala pertaruhan lainnya”. (Kartini 
Kartono, 1981:57). 
Suharto R.M, (1993:53) berpendapat bahwa ”Judi adalah tiap permainan yang 
pengharapan untuk menang bergantung pada hal yang kebetulan, nasib, peruntungan 
yang tidak dapat direncanakan dan diperhitungkan seperti mait rolet, main dadu dan 
lain-lain”. 
Dari beberapa pengertian perjudian yang dikemukakan diatas oleh beberapa 
ahli tersebut dapat penulis ambil garis besarnya bahwa perjudian adalah segala 
 macam bentuk taruhan yang sifatnya untung-untungan atau spekulasi dengan 
mempertaruhkan sesuatu yang bernilai dan menyadari resikonya dengan harapan 
untuk mendapatkan keuntungan yang diinginkan. 
Berdasarkan pengertian perjudian di atas maka terdapat berbagai macam dari 
perjudian yang ada dalam masyarakat menurut Kartini Kartono, (1983:63) ”Macam-
macam alat judi yang sering digunakan adalah dadu, kartu belanda, kartu cina dan 
domino”. Penjelasan mengenai alat judi tersebut adalah sebagai berikut: 
1) Dadu  
Dadu adalah alat judi terbuat dari plastik atau karet yang berbentuk segi empat. 
2) Kartu Belanda 
Kartu Belanda adalah kartu yang bergambar jendral belanda atau gambar waru 
merah, warna hitam, semanggi, kotak yang berjumlah dua sampai sepuluh. 
3) Kartu Cina 
Kartu cina atau kartu hijau ini bergambar khas simbul-simbul permainan cina. 
4) Domino 
Domino adalah alat judi yang terbuat dari kertas dengan gambar bulat-bulat yang 
berwarna merah. 
 
b. Bentuk dan Sifat dari perjudian 
Bentuk dari perjudian menurut Kartini Kartono, (1983:70-77) adalah sebagai 
berikut: 
1) Dadu Kopyok 
Sebuah dadu ditaruh dipiring lalu ditutup dengan tempurung kelapa kemudian  
dikopyok, semantara itu pada tikar atau tanah digelar sehelai kertas dengan kotak 
bernomor. Kalau pemain memasang uang taruhannya pada nomor yang 
diinginkan kalau tempurung dibuka dan nomor pasangan cocok dengan nomor 
dadu, si pemasang menang, ia akan dibayar 10-25 kali lipat pasangan sesuai 
perjanjian yang telah disepakati. 
 2) Dikding  
Adalah permainan dengan dadu yang mukanya di beri gambar-gambar binatang, 
misalnya kucing, babi, katak, kera dan lain-lain. Dadu tersebut bermuka 6 atau 8 
orang pemasang pada kolom gambar binatang dari kertas atau karton yang di 




Permainan ini dengan menggunakan kartu domino barang siapa yang 
mendapatkan jumlah angka yang besar ia akan menang. 
4) Permainan nger` 
Yaitu permainan dengan menggunakan kartu domino yaitu di anbil nomor-nomor 
kembar saja, misal 0-0, 1-1, 4-4 dan lain-lain dan taruhan dalam jumlah yang 
besar sehingga pemain cepat selesai. 
Sedangkan sifat perjudian tersebut dapat ditinjau dari segi pelaksanaannya, 
maka perjudian menurut sifatnya dapat dibedakan menjadi dua yaitu: 
1) Perjudian yang dapat ijin/legal 
Perjudian itu dilarang namun ada juga bentuk-bentuk permainan yang di 
golongkan perjudian tapi diperbolehkan dengan syarat memperoleh ijin dari 
pemerintah. Namun setelah dikeluarkannya Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1981 
tentang segala ijin perjudian dilarang, baik perjudian yang diselenggarakan di kasino, 
di tempat keramaian, maupun yang dikaitkan dengan alasan lain. 
2) Perjudian yang tidak mendapat ijin/Ilegal 
Yaitu perjudian yang tidak mendapat ijin secara resmi dari pihak yang 
berwenang atau tidak mendapatkan ijin dari penguasa setempat. Di dalam PP No. 9 
Tahun 1981 yang merupakan pelaksanaan dari UU No. 7 Tahun 1974 tentang 
penertiban perjudian yang juga telah diatur bentuk dan macam perjudian, baik yang 
dilakukan di kasino-kasino, di tempat-tempat keramaian, bahkan perjudian yang 
dikaitkan dengan alasan lain. 
  
c. Peraturan Tentang Perjudian Menurut Islam 
1) Perjudian dalam  Al-Qur`an 
Sumber ajaran islam yang utama adalah al-Qur`an dan al-Sunnah. Ketentuan 
ini sesuai dengan agama islam itu  sendiri sebagai wahyu yang berasal dari Allah 
Swt. Al-Qur`an adalah kitab suci yang isinya mengandung firman Allah yang 
diturunkan kepada Rasullullah, Muhammad bid Abdullah melalui Jibril dengan 
menggunakan lafads bahasa  Arab dan maknanya yang benar, agar ia menjadi bukti 
yang kuat atas kerosulan Nabi Muhammad S.a.w, dan menjadi Undang-undang bagi 
manusia, memberi petunjuk kepada mereka dan menjadi sarana untuk melakukan 
pendekatan diri dan ibadah kepada Allah dengan membacanya. Susunan dimulai dari 
surat al-Fatikah dan diakhiri dengan surat al-Nas. 
Prinsip dasar dalam memahami makna Al-Qur`an yaitu; menempatkan Al-
Qur`an sebagai pusat semua dalil yang lain dan sunnah sebagai pembantu dalam 
memahaminya. Dengan demikian Al Qur`an merupakan sumber hukum islam yang 
meliputi cara-cara hidup manusia baik yang bersangkutan dengan urusan duniawi 
maupun ukhrawi. Sehingga Al-Qur`an itu sendiri mempunyai beberapa sebutan 
karena isi dan perannya antara lain: a) Al Huda yang berarti Petunjuk, b) Al Furqon 
yang berarti pembeda antara yang benar dan yang salah, c) Al Bayan yang berarti 
penjelas atau penerang, d) Adz Dzikir yang berarti peringatan, e) Al Kitab yang 
berarti kitab suci yaitu Al Qur`an. 
Dalam Al-Qur`an juga menerangkan tentang perjudian. Perjudian menurut 
hukum islam adalan haram hukumnya oleh karena antara manfaat dan mahdaratnya 
lebih besar madharatnya yang akan diperolehnya. Seperti dalam firman Allah (Q.S. 
Al-Baqarah:219). 
    
    
   
    
    
    
     
   




Mereka bertanya kepadamu tentang khamar dan judi. Katakanlah: "Pada 
keduanya terdapat dosa yang besar dan beberapa manfaat bagi manusia, 
tetapi dosa keduanya lebih besar dari manfaatnya". Dan mereka bertanya 
kepadamu apa yang mereka nafkahkan. Katakanlah: "Yang lebih dari 
keperluan". Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayat-Nya kepadamu 
supaya kamu berfikir. (QS.Al-Baqarah:219) 
Perjudian selain banyak sekali kerugian selain itu juga dapat menyebabkan 
perasaan saling benci antar sesama yang ujung-ujungnya menimbulkan perkelahian, 
selain itu yang paling membahayakan adalah perjudian dapat menyebabkan kita lupa 
kepada Allah dan lupa dalam mendirikan sembayang. Seperti dalam firman Allah 
(Q.S. Al- Maidah, 90-91). 
  
   
  
    
  
     
    
   
   
   
      




“Hai orang-orang yang beriman, sesungguhnya (meminum) khamar, berjudi, 
(berkorban untuk) berhala, mengundi nasib dengan panah, adalah termasuk 
perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu 
mendapat keberuntungan. Sesungguhnya syaitan itu bermaksud hendak 
menimbulkan permusuhan dan kebencian diantara kamu lantaran (meminum) 
khamar dan berjudi itu, dan menghalangi kamu dari mengingat Allah dan 
sembahyang. Maka berhentilah kamu (dari mengerjakan pekerjaan itu)”. (Q. 
S. Al- Maidah, 90-91). 
 
2) Perjudian dalam AL-Sunnah/AL-Hadist 
AL-Sunnah adalah semua perkataan, perbuatan dan pengalaman Rosullullah 
S.a.w, yang berposisi sebagai petunjuk (Sulaiman Abdullah, 1995:20). AL-Sunnah 
berfungsi memperinci bagi petunjuk dan satu syarat Al-Qur`an yang bersifat 
umum,sebagai pembatas terhadap ayat al-Qur`an yang bersifat mutlak dan sebagai 
pemberi informasi terhadap suatu kasus yang tidak dijumpai di dalam AL-Qur`an. 
Sunnah merupakan salah satu dari bentuk hukum yang syara yang apabila dikerjakan 
mendapatkan pahala dan apabila ditinggalkan tidak disiksa. Seperti dalam Firman 
Allah (QS. Ali Imran, 3:137).  
     
   
   
      
Artinya: 
 “Sesungguhnya telah berlalu sebelum kamu sunnah-sunnah Allah. Karena itu 
berjalanlah kamu di muka bumi dan perhatikanlah bagaimana akibat orang-
orang yang mendustakan (Rasul-rasulnya)”. (Q. S. Ali Imran, 3:137). 
 
3) Perjudian dalam Qiyas 
Qiyas merupakan metode pertama yang dipegang para mujtahid untuk 
mengistinbathkan hukum yang diterangkan nash sebagai metode yang terkuat dan 
paling jelas. Qiyas berarti sesuatu perkara atau benda atau perbuatan yang tidak 
dinyatakan oleh agama hukumnya, tetapi ada persamaan sifat dan sebabnya dengan 
yang sudah diterangkan oleh agama, maka ia diberi hukum sama dengan yang sudah 
diterangkan agama itu. (Hassan Ahmad, 1975:76).  
Menurut istilah ulama Ushul yang dikuti oleh Sulaiman Abdullah, (1995:42) 
“Qiyas adalah mempersamakan suatu peristiwa hukum yang tidak tidak ditentukan  
hukumnya oleh nash, dengan peristiwa hukum yang ditentukan oleh nashnya, bahwa 
ketentuan hukumnya sama dengan hukum yang ditentukan nash”. Jumhur kaum 
muslimin sepakat bahwa semua hukum syara` yang dibawa oleh nash itu, 
disyariat`kan untuk mewujudkan kemashlahatan/kepentingan manusia, bukan tanpa 
tujuan. 
Dengan memperhatikan definisi qiyas tersebut, terungkap kesimpulan bahwa 
setiap qiyas terdiri dari empat unsur yaitu: 
a) Peristiwa hukum yang disebutkan hukumnya oleh nash, disebut dengan asal atau 
maqis`alail. 
b) Peristiwa hukum baru yang tidak disebutkan hukumnya atau nash dan untuk 
mencari hukum tersebutlah sasaran qiyas, disebut furu` atau cabang dan maqis. 
c) Hukum asal, yaitu hukum yang dibawa oleh nash terhadap peristiwanya. 
d) Illat hukum yaitu dijadikan syarat sebagai landasan hukum terhadap peristiwa 
hukum yang disebut nash. 
Qiyas terdapat dalam hal muamallah dan soal-soal yang dapat diketahui ciri-
ciri oleh akal, contoh dari qiyas antara lain minum khamar diharamkan dengan nash. 
 Diqiyaskan kepadanya meminum perasan lain yang dijadikan khamar dan terdapatnya 
sifat memabukkan seperti pada khamar karena sama dalam kekhamarnya. Adapun 
para ulama yang menetapkan qiyas, dalam Al Qur`an yang terdapat dalam surat An 
Nisaa, ayat 59. 
      
   
  
     
    
    
   
    
         
Artinya: 
“Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya, dan 
ulil amri di antara kamu. Kemudian jika kamu berlainan pendapat tentang 
sesuatu, Maka kembalikanlah ia kepada Allah (Al Quran) dan Rasul 
(sunnahnya), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari 
kemudian, yang demikian itu lebih utama (bagimu) dan lebih baik akibatnya”. 
(Q. S. An-Nissa, 59).  
4) Perjudian dalam Ijma 
Menurut Hassan Ahmad, (1975:82) “Ijma adalah kesepakatan dari semua 
orang yang secara hukum bertanggung jawab dimana termasuk dalam kelompok 
masyarakat Muhammad S.a.w, dalam satu periode tertentu, menyangkut suatu 
peraturan mengenai ketejadian tertentu”. 
 Ijma termasuk syara` (dalam pandangan jumhur) adalah kesepakatan seluruh 
mujtahid kaum muslimin disesuaikan masa setelah wafat Nabi S.a.w tertentu suatu 
hukum syara` yang mati. (Sulaiman Abdullah, 1995:42). 
Definisi ini hanya diterangkan setelah kewafatnya Rasulullah saw. Karena 
ketika masih hidup, beliau sendirilah sebagai tempat kembali hukum syari`ah islam, 
sehingga tidak terdapat perselisihan mengenai hukuman syari`at islam dan tidak 
terjadi pula sebuah kesepakatan kerena kesepakatan itu tidak akan dapat terwujud 
kecuali dari beberapa mujtahid. 
Ijma hanya terwujud apabila memenuhi persyaratan sebagai berikut: 
a) Bersepakatnya para mujtahid, kesepakatan bukan mujtahid tidak diakui sebagai 
ijma. Sekurang-kurangnya jumlah mujtahid yang diperlukan untuk mewujudkan 
Ijma adalah tiga orang. 
b) Bahwa semua mujtahid bersepakat, tidak seorang pun yang berpendapat lain. 
c) Hasil ijma tidak mesti disepkati oleh mujtahid generasi barunya  
d) Kesepakatan mujtahid dalam pendapat yang bulat yang sempurna dalam pleno 
lengkap. 
 
d. Peraturan tentang perjudian dalam hukum positif 
Pemerintah dalam rangka usaha menertibkan perjudian telah menetapkan UU 
No. 7 Tahun 1974 yang disahkan di Jakarta pada tanggal 6 November 1974 dan 
dimuat dalam Lembaran Negara Tahun 1974 No. 3040, kemudian sebagai peraturan 
pelaksanaanya telah dikeluarkan PP No. 9 Tahun 1981 terhadap pelaksanaan Undang-
undang tersebut. 
Isi pokok dari Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 adalah: 
1) Bahwa semua tindak pidana perjudian adalah merupakan kejahatan.(Pasal 1) 
2) Bahwa merubah ancaman dari Pasal 303 ayat 1 KUHP dari hukuman penjara 2 
tahun 8 bulan atau denda sebanyak-banyaknya Rp 90.000,00 (sembilan puluh ribu 
 rupiah) menjadi hukuman penjara selama-lamanya 10 tahun atau denda sebanyak-
banyaknya Rp. 15.000.000,00. ( Pasal 2 ) 
3) Merubah sebutan Pasal 524 menjadi Pasal 303 bis KUHP 
4) Merubah ancaman hukuman dalam Pasal 524 yang akhirnya diganti dengan Pasal 
303 bis KUHP yaitu dari ancaman hukuman penjara selama-lamanya 1 bulan atau 
denda sebanyak-banyaknya Rp. 10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah). 
Secara yuridis, sanksi-sanksi yang tercantum dalam Undang-Undang No. 7 
Tahun 1974 dapat memungkinkan untuk membuat jera para pelaku judi, karena 
ancaman hukuman dan denda boleh dikatakan sangat relatif tinggi namun, secara 
sosilogis masih relevan kiranya dengan apa yang dikemukakan oleh Sudarto yang 
menyatakan “Meskipun belum ada penelitian yang diadakan tentang efektifitas 
Undang-Undang No. 7 Tahun 1974 namun menurut pengamatan yang cukup cermat 
di berbagai tempat, perjudian masih dikatakan merajalela. Demikian apabila undang-
undang tersebut segi fungsional”.  (Sudarto, 1983:152). 
Selanjutnya berdasarkan KUHP pasal 303 ayat 1 sampai dengan ayat 3 
mengatur tentang perjudian yang menyatakan bahwa: 
1) Diancam dengan pidana penjara selama-lamanya sepuluh tahun atau dengan 
denda setinggi-tingginya dua puluh lima  juta, barang siapa tanpa mendapatkan 
izin : 
a) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan untuk bermain judi 
dan menjadikan sebagai mata pencaharian, atau dengan sengaja turut serta 
dalam perusahaan itu. 
b) Dengan sengaja menawarkan atau memberi kesempatan kepada khalayak 
ramai untuk bermain judi atau dengan sengaja turut serta dalam perusahaan itu 
dengan tidak peduli apakah untuk menggunakan kesempatan itu adanya suatu 
syarat atau dipenuhi suatu tata cara. 
c) Menjadikan turut serta dalam permainan judi sebagai mata pencaharian. 
 2) Kalau yang bersalah melakukan kejahatan tersebut dalam menjalankan 
pencahariannya, maka dapat dicabut haknya untuk menjalankan pencahariannya 
itu. 
3) Yang disebut permainan judi adalah tiap-tiap permainan yang memungkinkan 
akan menang pada umumnya tergantung pada peruntungan saja. Juga 
memungkinkan bertambah besar, karena pemain lebih pandai atau lebih cakap 
main judi mengandung juga segala taruhan tentang putusan perlombaan atau 
permainan yang tidak diadakan oleh mereka yang turut berlomba atau main itu, 
demikian juga segala petaruhan lainnya”. (Suharto, 1993:51). 
Kalau kita kaji secara mendalam, yang secara tegas dilarang dalam Pasal 303 
KUHP adalah: 
1) Dengan tidak menuntut pencarian dengan jalan sengaja mengadakan atau 
memberi kesempatan untuk main judi. Dalam hal ini perjudian tidak perlu 
dilakukan secara terbuka, menurut Soesilo R disini tidak perlu perjudian ditempat 
umum atau dikalangan tertutup, sudah cukup, asal perjudian itu belum mendapat 
ijin. (Soesilo R, 1986:222). 
2) Dengan tidak berhak sengaja mengadakan atau memberi kesempatan main judi 
kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan itu, biarpun ada atau 
tidak ada perjanjian atau cara apapun juga untuk memakai kesempatan itu. Pada 
bagian ini jelas sangat berbeda dengan uraian diatas, pada bagian ini lebih dititik 
beratkan penyajian untuk umum dan tidak perlu sebagai pencaharian. 
3) Dengan tidak berhak turut main judi sebagai pencaharian. Di dalam Pasal 303 
KUHP dijelaskan bahwa main judi adalah tiap-tiap permainan yang didasarkan 
pengharapan untuk menang yang pada umumnya mengatungkan pada untung-
untungan saja, juga kalau pengharapan itu bertambah besar kerena kepintaran dan 
kebiasaan pemain. 
 
e. Faktor penyebab terjadinya perjudian 
 Menurut Simanjuntak B, (1981:195) ada beberapa faktor yang menyebabkan 
timbulnya perjudian antara lain: 
1) Adanya pertaruhan yang mengharapkan keuntungan. 
2) Aspirasi materiil dari masyarakat. 
3) Longgarnya norma sosial masyarakat. 
4) Adanya spekulasi dan fantastik 
Sedangkan menurut Johanes Pepu dalam artikelnya berjudul ”Perilaku 
Berjudi” (http://www.e-spikologi.com/sosial/280602) menyebutkan ada lima faktor 
yang menyebabkan seseorang melakukan perjudian antara lain: 
1) Faktor sosial dan ekonomi 
Bagi masyarakat dengan status sosial dan ekonomi yang rendah perjudian 
seringkali dianggap sebagai suatu sarana untuk meningkatkan taraf hidup mereka. 
Tidaklah mengherankan jika pada masa undian di Indonesia zaman orde baru 
yang lalu, peminatnya justru lebih banyak dari kalangan masyarakat ekonomi 
rendah seperti tukang becak, buruh, atau pedagang kaki lima. Dengan modal yang 
sangat kecil mereka berharap mendapatkan keuntungan yang sebesar-besarnya 
atau menjadi kaya dalam sekejab tanpa usaha yang besar. Selain itu kondisi sosial 
masyarakat yang menerima perilaku berjudi juga berperan besar terhadap 
tumbuhnya perilaku tersebut dalam komunitas. 
2) Faktor Situasional 
Situasi yang bisa dikategorikan sebagai pemicu perilaku berjudi, diantaranya 
adalah tekanan dari teman-teman atau kelompok atau lingkungan untuk 
berpartisipasi dalam perjudian dan metode-metode pemasaran yang dilakukan 
oleh pengelola perjudian. Tekanan kelompok membuat sang calon penjudi merasa 
tidak enak jika tidak menuruti apa yang diinginkan oleh kelompoknya. Sementara 
metode pemasaran yang dilakukan oleh para pengelola perjudian dengan selalu 
mengekspose para penjudi yang berhasil menang memberikan kesan kepada calon 
penjudi bahwa kemenangan dalam perjudian adalah suatu yang biasa, mudah dan 
dapat terjadi pada siapa saja (padahal kenyataannya kemungkinan menang 
 sangatlah kecil). Peran media massa seperti televisi dan film yang menonjolkan 
keahlian para penjudi yang "seolah-olah" dapat mengubah setiap peluang menjadi 
kemenangan atau mengagung-agungkan sosok sang penjudi, telah ikut pula 
mendorong individu untuk mencoba permainan judi. 
3) Faktor Belajar 
Sangtlah masuk akal jika faktor belajar memiliki efek yang besar terhadap 
perilaku berjudi, terutama menyangkut keinginan untuk terus berjudi. Apa yang 
pernah dipelajari dan menghasilkan sesuatu yang menyenangkan akan terus 
tersimpan dalam pikiran seseorang dan sewaktu-waktu ingin diulangi lagi. Inilah 
yang dalam teori belajar disebut sebagai Reinforcement Theory yang mengatakan 
bahwa perilaku tertentu akan cenderung diperkuat diulangi bilamana diikuti oleh 
pemberian hadiah atau sesuatu yang menyenangkan. 
4) Faktor Persepsi tentang Probabilitas Kemenangan 
Persepsi yang dimaksudkan disini adalah persepsi pelaku dalam membuat 
evaluasi terhadap peluang menang yang akan diperolehnya jika ia melakukan 
perjudian. Para penjudi yang sulit meninggalkan perjudian biasanya cenderung 
memiliki persepsi yang keliru tentang kemungkinan untuk menang. Mereka pada 
umumnya merasa sangat yakin akan kemenangan yang akan diperolehnya, meski 
pada kenyataannya peluang tersebut amatlah kecil karena keyakinan yang ada 
hanyalah suatu ilusi yang diperoleh dari evaluasi peluang berdasarkan sesuatu 
situasi atau kejadian yang tidak menentu dan sangat subyektif. Dalam benak 
mereka selalu tertanam pikiran kalau sekarang belum menang pasti di kesempatan 
berikutnya akan menang, begitu seterusnya. 
5) Faktor Persepsi terhadap Keterampilan 
Penjudi yang merasa dirinya sangat terampil dalam salah satu atau beberapa jenis 
permainan perjudian, akan cenderung menganggap bahwa keberhasilan atau 
kemenangan dalam permainan judi adalah karena keterampilan yang dimilikinya. 
Mereka menilai keterampilan yang dimiliki akan membuat mereka mampu 
mengendalikan berbagai situasi untuk mencapai kemenangan (illusion of control). 
 Mereka sering kali tidak dapat membedakan mana kemenangan yang diperoleh 
karena keterampilan dan mana yang hanya kebetulan semata. Bagi mereka 
kekalahan dalam perjudian tidak pernah dihitung sebagai kekalahan tetapi 
dianggap sebagai "hampir menang" sehingga mereka terus memburu kemenangan 
yang menurut mereka pasti akan didapatkan. 
Jadi dari beberapa pendapat diatas dapat disimpulkan bahwa perjudian yang 
sering terjadi dimasyarakat disebabkan beberapa faktor antara lain faktor ekonomi di 
lingkungan sosial masyarakat, longgarnya norma-norma dalam masyarakat, faktor 
ketrampian atau keahlian yang dimilikinya, adanya pertaruhan yang mengharapkan 
keuntungan. 
 
f. Penanggulangan terhadap perjudian 
Penanggulangan adaah upaya yang dilakukan secara bertahap unuk mencegah 
terjadinya sesuatu yang tidak diinginkan. Penanggulangan melalui konsep 
pemberantasan, artinya membasmi, melenyapkan, dan memusnakan perjudian. seperti 
menhadapi musuh dalam peperangan, dengan melakukan pengintaian, mengamati 
dari jarak jauh atau tempat tersembunyi, pengurungan atau pengepungan, lalu 
penggerebkan, mendatangai perjudian secara tiba-tiba untuk menangkap 
(mengeledah, menyergap, dan sebagainya). Langkah-langkah ini dimaksudkan untuk 
menangkap basah pelaku, mencari barang bukti untuk bisa diajukan kelembaga 
pengadilan. Cara-cara ini bisa dibenarkan secara hukum, karena tanpa bukti otentik 
penegakan hukum tidak bisa dilakukan. Tujuannya untuk mencari efek jera, agar 
orang tidak mau atau tidak berani lagi berjudi. Padahal yang dibutuhkan bukan hanya 
sekedar mencari efek jera, tetapi juga menumbuhkan kesadaran para individunya 
bahwa tindakan mereka keliru jika dikaitkan dengan kepentingan umum, keluarga, 
bangsa dan negara. Strategi alternatif penanggulangan berangkat dari ajakan bukan 
paksaan. Mengajak orang berhenti berjudi jauh lebih manusiawi dari pada memaksa 
mereka untuk berhenti seketika. Partisipasi masyarakat dalam menanggulangi 
 perjudian dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut: (www. 
balipost.co.id/balipostcetak/2005/11/19/f1.htm) adalah sebagai berikut: 
1. Langkah pertama, dapat dilakukan dengan membuat tim pelanggulangan 
judi terpadu aparat keamanan. 
2. Memasang sepanduk-sepanduk menentang perjudian, membuat informasi 
kerusakan akibat judi, dan bekerjasama dengan media massa untuk lebih 
menonjolkan gaya hidup iman dan takwa. 
3. Membentuk pos keamanan lingkungan dimana masyarakat dapat 
melaporkan perjudian. 
4. Memberikan pengaduan kepada polisi terhadap praktek perjudian. 
Melihat fenomena perjudian ini, mengharuskan pihak kepolisian sebagai 
pihak yang diberi wewenang untuk melakukan penanggulangan terhadap prektek 
perjudian Menurut Rudi Susanta dalam Thesesnya yang berjudul “Upaya Pihak 
Kepolisian Dalam Menanggulangi Tindak Pidana Perjudian”. Ada beberapa hal yang 
perlu dilakukan dalam menanggulangi perjudian yang ada dalam lingkungan 
masyarakat (http://digilit.itb.ac.id/gdl.php?mod=browse&op=read&jd=jiptumm=gdl-
s1-rudisusant-358/190603) adalah sebagai berikut: 
1. Dilakukan melalui usaha yang ditujukan untuk meningkatkan kesadaran 
hukum masyarakat seperti, penyuluhan hukum.  
2. Dilakukan melalui peningkatkan intensitas patroli dan peningkatan 
partisipasi masyarakat melalui pemberian informasi telah terjadinya tindak 
pidana perjudian.  
3. Dilakukan dengan melaksanakan kegiatan operasi rutin yang dimaksukan 
untuk menangkap dan selanjutnya memproses para pelaku perjudian 
sesuai dengan presedur hukum yang berlaku. 
Dari beberapa pendapat diatas, maka dapat disimpulkan bahwa 
penanggulangan berupa melaporkan tindak pidana perjudian yang meresahkan dan 
merugikan masyarakat kepada pihak yang berwajib, membantu pemerintah 
menerapkan larangan judi dilingkungan masyarakat, memasang sepanduk-sepanduk 
 menentang perjudian, pemberian informasi telah terjadinya tindak pidana perjudian 
kepada pihak kepolisian, membentuk pos keamanan lingkungan. 
 
B. Kerangka Berpikir 
Perjudian sering terjadi di masyarakat, hal ini merupakan perilaku yang 
menyimpang yang bertentangan dengan hukum positif yang diatur di dalam Kitab 
Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 303 ayat 1 sampai 3 yang mengatur 
tentang perjudian yang disempurnakan dengan dikeluarkanyanya UU No. 7 Tahun 
1974  yang mengatur tentang penertiban perjudian dan aturan pelaksanaannya dalam 
PP No. 9 Tahun 1981 mengenai ijin perjudian. Kemudian dalam hukum islam sudah 
dijelaskan bahwa perjudian adalah hukumnya haram seperti firman Allah dalam surat 
Al Maidah ayat 90 sampai 91. Penyebab perjudian yang terjadi di masyarakat 
dikarenakan adanya beberapa faktor yang mempengaruhinya yaitu; faktor ekonomi di 
lingkungan sosial masyarakat, longgarnya norma-norma dalam masyarakat, faktor 
ketrampian atau keahlian yang dimilikinya, adanya pertaruhan yang mengharapkan 
keuntungan. 
Partisipasi aktif warga negara dalam menanggulangi perjudian tidak akan 
berjalan dengan baik dan tidak mungkin dapat mencapai tujuan yang diinginkan oleh 
pemerintah pusat maupun pemerintah daerah. Upaya penanggulangan perjudian yang 
dilakukan masyarakat adalah membantu keterlaksanannya kegiatan pemerintah untuk 
menanggulangi perjudian yang telah berada dimasyarakat berupa melaporkan tindak 
pidana perjudian yang meresahkan dan merugikan masyarakat kepada pihak yang 
berwajib, membantu pemerintah menerapkan larangan judi dilingkungan masyarakat, 
memasang sepanduk-sepanduk menentang perjudian, pemberian informasi telah 




























A. Tempat dan Waktu Penelitian 
1. Tempat Penelitian 
 Penelitian ini mengambil lokasi dan dilakukan di Kecamatan Colomadu 
Kabupaten Karanganyar. Penelitian mengambil lokasi tersebut karena peneliti dapat 
memperoleh data dan gambaran yang jelas sesuai dengan permasalahan yang akan 
diteliti, yaitu Partisipasi warga negara dalam menanggulangi perjudian di Kecamatan 
Colomadu Kabupaten Karanganyar. 
2. Waktu Penelitian 
Waktu penelitian direncanakan selama sembilan bulan yang dimulai bulan 
Oktober 2007 sampai Juni 2008. 
Tabel 1. Jadwal Kegiatan Penelitian. 
No Kegiatan Tahun 2007- 2008 
Okt Nop Des Jan Feb Mar Apr Mei Jun 
1. Pra-Lapangan XX XX XX       
2. Penelitian 
Lapangan 
   XX XX XX    
3. Analisis Data      XX XX   
4. Penyusunan 
Laporan 
       XX XX 
 
B. Bentuk dan Strategi Penelitian 
1. Bentuk Penelitian 
Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai dan jenis data yang akan diperlukan, 
maka peneliti ini menggunakan bentuk penelitian kualitatif yang bersifat deskriptif 
karena memaparkan obyek yang diteliti (orang, lembaga dan lainnya) berdasarkan 
fakta aktual. 
Menurut Lexy J. Moleong, (2004:4) yang mengutip pendapat Bogdan Taylor, 
penelitian kualitatif adalah sebagai berikut: “Metodoligi Kualitatif adalah prosedur 
 yang menghasilkan data deskriptif berupa data tertulis atau lisan dari orang-orang 
atau perilaku yang diamati diam-diam”. 
Adapun data yang digunakan bersifat kualitatif dalam bentuk verbal yakni 
“Berwujud kata-kata serta merupakan suatu penelitian yang menekankan pada 
masalah proses dan makna (persepsi dan partisipasi)”. (H.B. Sutopo, 2002:35). 
Berdasarkan masalah yang ada, maka bentuk penelitian ini menggunakan 
metode deskriptif kualitatif. Maksudnya adalah menggambarkan secara tepat sifat 
individu keadaan atau kelompok tertentu adanya hubungan antara sesuatu gejala 
dengan gejala lainnya dalam masyarakat. 
Dalam penelitian Kualitatif ini peneliti tidak menggunakan angka atau jumlah 
pengukuran melainkan menggunakan keterangan, konsep dan tanggapan atau respon 
yang berhubungan dengan obyek. Menekankan pada permasalahan tentang partisipasi 
warga negara dalam menanggulangi perjudian di Kecamatan Colomadu Kabupaten 
Karanganyar. Sehingga analisis data yang penulis peroleh sedekat mungkin sesuai 
dengan bentuk aslinya pada waktu dicatat. 
 
2. Strategi Penelitian 
Strategi penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah studi kasus 
tunggal terpancang. Sejalan dengan hal tersebut. H.B. Sutopo, (2002:42) mengatakan:  
Dalam perkembangannya, riset kualitatif juga menyajikan bentuk yang tidak 
sepenuhnya holistic, tetapi dengan kegiatan penyimpulan data yang terarah, 
berdasarkan tujuan dan pertanyaan-pertanyaan riset yang terlebih dahulu 
sering disebut dalam proposal. Peneltian ini lebih sering disebut sebagai riset 
terpancang (embedded gualitation research), atau juga lebih populer dengan 
penelitian studi kasus. 
Jadi maksud dari penelitian ini yang menjadi fokus variable penelitiannya 
adalah: 
a) Mengapa perjudian sering terjadi di Kecamatan Colomadu Kabupaten 
Karanganyar. 
b) Partisipasi warga Colomadu dalam menanggulangi perjudian. 
  
C. Sumber Data 
1. Data Primer: yaitu data yang diperoleh secara langsung dari informan melalui 
wawancara dan pengamatan. Informan yang diwawancarai sebagai sumber data 
meliputi: 
a Pelaku perjudian di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar meliputi 
32 responden yaitu Ariyanto, Hendri, Doni, Agus, Kamtowiji, Wiradi, 
Tungki, Jatmiko, Bandiyono, Winadi, Sugeng, Topan, Harno, Anton, Rendi, 
Sutrisno, Joko, Memet, Bandoko, Walgito, Siman, Bagong, Guntur, Muklisin, 
Untung, Rosidi, Yudha, Mento, Kunto, Walidi, Widodo, Jutri.    
b Warga Masyarakat yang berada di Kecamatan Colomadu Kabupaten 
Karanganyar yaitu Bpk. Suseno, Bpk. Siwil, Bpk. Muchsin, Bpk. Suheri, Bpk. 
Tukijo, Ibu. Endang, Sdri. Yudhita, Bpk. Sabar, Bpk. Parjoko, Sdr. Budi, Ibu. 
Rini, Sdr. Bowo, Bpk. Mursit, Sdr. Pipit, Ibu. Munangsih, Bpk. Angga, Bpk. 
Sarjianto, Bpk. Torik, Bpk. Azis, Bpk. Pungki, Sdr. Agung, Bpk. Sarmidi, 
Ibu. Intan, Sdr. Wawan, Bpk. Heru. 
2. Data sekunder: yaitu data yang dikumpulkan untuk mendukung dan melengkapi 
data primer yang berhubungan dengan masalah penelitian. Data sekunder dapat 
berupa: 
a Kepustakaan yaitu penelitian memanfaatkan buku-buku, dan artikel internet 
perpustakaan yang berkaitan dengan masalah penelitian. 
b Dokumen yang berkaitan dengan nara sumber berupa data monografi dan 
demografi Kecamatan Colomadu periode Desember 2007 yang meliputi data 
sosial ekonomi dan data fisik secara terperinci yaitu luas wilayah, jumlah 
penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk menurut tingkat 
pendidikan, jumlah penduduk menurut agama dan jumlah penduduk menurut 
mata pencaharian penduduk. 
 
 3. Teknik Sampling (Cuplikan) 
Teknik sampling adalah “Suatu bentuk khusus atau proses bagi pemusatan 
atau pemilihan dalam penelitian yang mengarah pada seleksi”. (HB. Sutopo, 2002: 
52) 
Teknik pengambilan sampling dalam penelitian ini adalah “purposive 
sampling (sample bertujuan)” yaitu memilih informan yang dianggap mengetahui 
informasi dan masalahnya secara mendalam dan dapat dipercaya untuk menjadi 
sumber data yang tepat. 
Penelitian ini dilaksanakan karena peneliti berada dalam lingkungan yang 
banyak diketemukan praktek perjudian, maka peneliti mengambil 32 pelaku perjudian 
di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar yang secara langsung merasakan 
realita kehidupan berjudi, dalam hal partisipasi warga masyarakat dalam 
menanggulangi judi di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar peneliti berada 
di daerah praktek perjudian yaitu Bpk. Suseno, Bpk. Siwil, Bpk. Muchsin, Bpk. 
Seheri, Bpk. Tukijo, Ibu. Endang, Sdri. Yudhita, Bpk. Sabar, Bpk. Parjoko, Sdr. 
Budi, Ibu. Rini, Sdr. Bowo, Bpk. Mursit, Sdr. Pipit, Ibu. Munangsih, Bpk. Angga, 
Bpk. Sarjianto, Bpk. Torik, Bpk. Azis, Bpk. Pungki, Sdr. Agung, Bpk. Sarmidi, Ibu. 
Intan, Sdr. Wawan, Bpk. Heru. 
 
4. Teknik Pengumpulan Data 
Teknik pengumpulan data berupa langkah yang harus dilakukan dalam 
mengadakan suatu penelitian agar dapat diperoleh data yang benar-benar sesuai 
dengan apa yang diharapkan dan dapat dipertanggungjawabkan agar dapat menjadi 
dasar yang kuat dalam membuktikan penelitian yang dikemukakan secara sistematis 
sesuai dengan bentuk penelitian kualitatif, maka pengumpulan data yang akan 
dipergunakan dalam penelitian adalah: 
 
a Wawancara (interview) 
 Wawancara merupakan suatu teknik untuk mendekati sumber informasi 
dengan cara tanya jawab sepihak yang dikerjakan secara sistematis dan berdasarkan 
kepada tujuan penelitian. H.B. Sutopo mengemukakan: 
Wawancara di dalam penelitian kualitatif pada umumnya di lakukan dengan 
pertanyaan yang bersifat open-ended, dan mengarah pada kedalaman informasi, serta 
dilakukan dengan cara yang tidak formal terstruktur, guna menggali pandangan 
subyek yang diteliti tentang banyak hal yang sangat bermanfaat untuk menjadi dasar 
bagi penggalian informasinya secara lebih jauh dan mendalam. (H.B. Sutopo, 2002 
:59). 
Demi ketepatan peneliti menggunakan instrumen wawancara mendalam 
(Indepth interviewing). Adapun alasannya adalah karena teknik wawancara ini sangat 
efektif dan efisien yang mana teknik interview yang tidak dilakukan dengan struktur 
yang ketat dan formal agar informasi yang dikumpulkan memiliki kedalaman yang 
cukup, sehingga akan mampu mengorek kejujuran informasi yang sebenarnya.  
Wawancara dalam penelitian ini menggunakan cara antara lain: 
a) Menggunakan metode diskusi yaitu antara informan dengan peneliti, 
b) Penelitian memberikan pertanyaan kepada informan mengenai pokok 
permasalahan, 
c) Informan menjawab pertanyaan yang diberikan oleh peneliti, 
d) Peneliti memberikan feedback atas jawaban dari informan mengenai 
permasalahan yang belum jelas, 
e) Informan kembali menjelaskan feedback dari peneliti 
f) Sebelum mengakhiri wawancara, peneliti kembali menegaskan jawaban yang 
diberikan oleh informan serta menanyakan kembali jawaban yang belum 
dipahami, 




 Observasi atau pengamatan adalah cara yang sangat langsung untuk mengenal 
peristiwa atau gejala yang penting dalam suatu penyelidikan. (Winarno Surakhmad, 
2004: 162). 
Observasi dilakukan peneliti dengan cara mengamati kondisi sosial pelaku 
perjudian di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar di masyarakat sekitar. 
Peneliti mengamati langsung kelokasi saat terjadi interaksi antara responden dengan 
masyarakat sekitarnya, sehingga responden tidak menyadari kalau sedang diamati. 
Sehingga peneliti dapat mengkaji dan mengungkap kondisi yang berhubungan 
dengan penelitian baik secara nyata maupun mendalam yaitu pelaku perjudia dan 
partisipasi warga Colomadu dalam menanggulangi perjudian  
 
3. Mencatat Dokumen (content Analysis) 
Disamping wawancara dan observasi, data diperoleh melalui mencatat 
dokumen yang relevan dengan penelitian ini, seperti mencatat berupa data monografi 
dan demografi Kecamatan Colomadu periode Desember 2007 yang antara lain 
meliputi data sosial ekonomi dan data fisik secara terperinci yaitu luas wilayah, 
jumlah penduduk menurut jenis kelamin, jumlah penduduk menurut tingkat 
pendidikan, jumlah penduduk menurut agama dan jumlah penduduk menurut mata 
pencaharian penduduk. 
 
F. Validitas Data 
Data yang telah digali, dikumpulkan dan dicatat dalam kegiatan penelitian, 
harus diusahakan kemantapan kebenarannya, sehingga memperoleh data yang valid. 
Ada beberapa cara untuk mengembangkan validitas data yang diperoleh. H.B. Sutopo 
(2002: 77) mengungkapkan ada tiga cara utama, yaitu: 
1. Trianggulasi, merupakan teknik yang didasari pola fikir fenomenologi yang 
bersifat multiperspektif, artinya untuk menarik kesimpulan yang mantap, 
diperlukan tidak hanya satu cara pandang. 
 2. Review informan, yaitu laporan penelitian direview oleh informan (key 
informan) untk mengetahui apakah yang ditulis merupakan suatu yang dapat 
disetujui mereka. 
3. Member Check, yaitu laporan diperiksa oleh peneliti untuk mendapatkan 
kesimpulan yang tepat. 
Dalam penelitian ini digunakan metode trianggulasi data. Trianggulasi data 
menurut Lexy J. Moleong, (2004:330) adalah “Teknik pemeriksaan keabsahan 
datanya memanfaatkan sesuatu yang lain di luar data itu untuk pengecekan atau 
sebagai bahan pembanding terhadap data itu”. Ada beberapa macam trianggulasi, 
seperti yang dikemukakan Patton yang dikutip oleh H.B. Sutopo (2002: 77), bahwa 
ada empat macam teknik trianggulasi yaitu “(1) Trianggulasi data (data 
triangulation); (2) Trianggulasi peneliti (investigator triangulation); (3) Trianggulasi 
metodologis (methodologis triangulation); (4) Trianggulasi teoritis (theoritica 
triangulation). 
Berdasarkan macam trianggulasi diatas, maka dalam penelitian ini peneliti 
menggunakan trianggulasi data. Data yang dibandingkan dalam penelitian ini adalah 
data hasil wawancara dari responden pelaku perjudian dan partisipasi warga 
Colomadu dalam menanggulangi perjudian di wilayah Kecamatan Colomadu 
Kabupaten Karanganyar. 
 
G. Analisis Data 
Analisis data adalah bagian yang sangat menentukan karena merupakan 
bagian yang memerlukan ketelitian dan pemusatan pikiran agar menjadi satu kesatuan 
data yang logis dan sistematis. Untuk mendapatkan data yang obyektif dalam 
pengumpulan data, maka sering peneliti harus melakukan teknik analisis data.  
Menurut Lexy J. Moleong, (2004:280) “Analisis data adalah proses 
mengorganisasikan dan mengurutkan data ke dalam pola, kategori, dan satuan uraian 
 dasar sehingga dapat ditemukan tema dan tempat dirumuskan hipotesis kerja seperti 
yang disarankan oleh data”.  
Dalam penelitian ini, penulis menggunakan analisis kualitatif dengan model 
interaktif (interaktive model of analysis). Dengan alasan mengingat data yang 
terkumpul bersifat kualitatif yaitu beraneka ragam dan tidak dapat diklasifikasikan, 
yang merupakan data-data yang di dapat dari hasil wawancara atau pengamatan, 
berupa kata-kata atau informasi dari informan, juga adanya data yang berbentuk 
dokumen yang mendukung adanya data primer. Adapun komponen utama dalam 
proses analisis interaksi adalah sebagai berikut: 
1. Pengumpulan Data 
 Merupakan kegiatan memperoleh informasi yang berupa kalimat-kalimat 
yang dikumpulkan melalui kegiatan observasi, wawancara dan dokumen. Data yang 
diperoleh masih berupa data yang mentah yang tidak teratur, sehingga diperlukan 
analisis agar data menjadi teratur. 
2. Reduksi Data 
Merupakan proses seleksi, pemfokusan, penyerderhanaan dan abtraksi dari 
data mentah. H.B. Sutopo, (2002:92) berpendapat bahwa “Reduksi data adalah bagian 
dari proses analisis yang mempertegas, memperpendek, membuat fokus, membuang 
hal-hal yang tidak penting, dan mengatur data sedemikian rupa sehingga simpulan 
penelitian dapat dilakukan”. Proses ini terjadi terus menerus dari tahap awal sampai 
laporan akhir penelitian. 
3. Penyajian Data  
Merupakan rangkaian organisasi informasi yang memungkinkan kesimpulan 
dan tindakan dengan penyajian data dapat diketahui apa yang terjadi dan 
memungkinkan untuk menganalisis dan mengambil tindakan yang diperlukan oleh 
peneliti. 
4. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi 
 Dari data yang disajikan yang telah disusun selanjutnya peneliti dapat menarik 
kesimpulan. Penarikan ini diawali dari kesimpulan-kesimpulan yang awalnya belum 
jelas, kemudian makin eksplisit berdasarkan landasan yang kuat. 
















Gambar 2. Analisis Data Model Interaktif (H.B. Sutopo, 2002 : 96) 
 
H. Prosedur Penelitian 
Prosedur penelitian merupakan kejelasan langkah-langkah penelitian dari awal 
hingga akhir. Penelitian ini dilakukan melalui beberapa tahap, yaitui: 
1. Tahap Pra Lapangan  
Tahap pra lapangan ini dilakukan dengan kegiatan mulai dari penentuan 
lokasi penelitian, peninjauan lokasi penelitian, pengurusan proposal dan pengurusan 
perizinan. Semua kegiatan tersebut peneliti lakukan sebelum ke tempat penelitian. 










 Tahap pelaksanaan lapangan ini dilakukan dengan mengumpulkan data lokasi 
penelitian dengan wawancara dan mencatat dokumen. 
3. Tahap Analisis Data 
Tahap analisis data ini dilakukan dengan mengenali data, melakukan 
verifikasa dan pengayakan untuk selanjutnya merumuskan kesimpulan sebagai 
temuan penelitian. Dalam hal ini yang dilakukan peneliti adalah setelah terkumpulnya 
data secara insentif maka data tersebut dianalisis sehingga dapat menjawab 
permasalahan yang diteliti kemudian data tersebut dihubungkan dengan teori yang 
ada. 
4. Tahap Penyusunan Laporan Penelitian 
Tahap ini dilakukan dengan menyusunan laporan sehingga menjadi bentuk 
laporan yang ilmiah. Jadi setelah ketiga tahap diatas selesai selanjutnya diambil 












     BAB IV 
LAPORAN HASIL PENELITIAN 
 
A. Deskripsi lokasi Penelitian 
 1.  Keadaan Umum Kecamatan Colomadu 
a. Letak Kecamatan Colomadu 
Kecamatan Colomadu termasuk dalam lingkup Kabupaten Karanganyar, 
propinsi Jawa Tengah, yang mempunyai luas 7.166.982 Ha. Kecamatan Colomadu 
terdiri dari 11 Desa yang meliputi Desa Ngasem, Desa Bolon, Desa Malangjiwan, 
Desa Paulan, Desa Gawanan, Desa Tohudan, Desa Gedongan, Desa Gajahan, Desa 
Blulukan, Desa Klodran, dan Desa Baturan. Kecamatan Colomadu terletak di bagian 
barat Kabupaten Karanganyar. 
Secara monografis, Kecamatan Colomadu berbatasan dengan: 
1) Sebelah Utara : Wil. Kab. Boyolali 
2) Sebelah Timur : Wil. Kota. Surakarta 
3) Sebelah Selatan : Wil. Kota. Surakarta, Wil. Kab. Sukoharjo 
4) Sebelah Barat : Wil. Kab. Sukoharjo, Wil. Kab. Boyolali 
 
b. Kondisi Kecamatan Colomadu 
Kecamatan Colomadu merupakan dataran rendah yang beriklim tropis dengan 
suhu udara minimum 20 0 C, maksimum 36 0 C dan iklim rata-ratanya adalah 28 0 C. 
Adapun curah hujan rata-rata 1.725 mm/th. 
Dengan melihat kondisi umum Kecamatan Colomadu diatas, maka sangat 
cocok untuk pertanian. Hal ini juga didukung dengan luasnya area pertanian yang 
masih dimanfaatkan oleh masyarakat untuk bertani. Masyarakat bisa menanam 
berbagai jenis tanaman pangan untuk kebutuhan seperti: padi, jagung, ketela, kacang 
tanah dan sebagainya. 
2. Keadaan Penduduk Kecamatan Colomadu 
a) Komposisi Penduduk Menurut Jenis Kelamin. 
Jumlah penduduk Kecamatan Colomadu pada bulan Desember 2007 adalah 
56.993 jiwa yang terdiri dari 16.007 Kepala Keluarga. Jenis kelamin laki-laki 28.335 
jiwa sedangkan jenis kelamin perempuan 28.658 jiwa. 
 Untuk lebih jelasnya keadaan penduduk Kecamatan Colomadu dalam Jenis 
Kelamin dapat dilihat dalam tabel berikut: 















































































 Jumlah 28.335 28.658 56.993 100 
Sumber: Data Monografi Kecamatan Colomadu Bulan Desember 2007 
Berdasarkan komposisi diatas, maka dapat disimpulkan bahwa komposisi 
penduduk Kecamatan Colomadu menurut jenis kelamin laki-laki dan perempuan 
hampir seimbang yaitu terpaut 0,6 % dimana komposisi penduduk Kecamatan 
Colomadu laki-laki sekitar 49,7 % dan komposisi penduduk perempuan 50,3 %. 
 
 
b)  Komposisi Penduduk Menurut Tingkat Pendidikan 
Tingkat pendidikan penduduk Kecamatan Colomadu dapat dilihat dalam tabel 
berikut : 
Tabel 3. Komposisi Penduduk Menurut Pendidikan Umum 
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 Jumlah 55.335 100 
Sumber: Data Monografi Kecamatan Colomadu Bulan Desember 2007 

























 Jumlah 1.658 100 
Sumber  : Data Monografi Kecamatan Colomadu Bulan Desember 2007 
Dari tabel diatas, dapat terlihat bahwa dari komposisi penduduk Kecamatan 
Colomadu yang mempunyai tingkat pendidikan umum menengah keatas sebesar 
54,5%, sedang tingkat pendidikan umum menengah kebawah sebesar 45,5 %, maka 
dapat dikatakan hampir seimbang yaitu terpaut 9,2 %. Sedangkan jumlah penduduk 
berdasar tingkat pendidikan khusus sejumlah 397 orang sebesar 23,9 %. 
 
c) Komposisi Penduduk Menurut Agama 
Penduduk Kecamatan Colomadu mayoritas beragama Islam yaitu sebesar 86, 
7 %, kemudian Kristen Protestan menempati urutan ke-2 yaitu sebesar 7, 3 %. Untuk 
lebih jelasnya dapat dilihat dari tabel berikut. 





























 Jumlah 56.993 100 
Sumber: Data Monografi Kecamatan Colomadu Bulan Desember 2007 
d) Komposisi Penduduk Menurut Mata Pencaharian 
Mata pencaharian penduduk Kecamatan Colomadu dapat dilihat dalam tabel 
berikut : 

















































 Jumlah 56.993 100 
Sumber: Data Monografi Kecamatan Colomadu Bulan Desember 2007 
Sesuai dengan tabel diatas, ternyata mata pencaharian penduduk Kecamatan 
Colomadu dalam kategori Swasta mempunyai jumlah terbanyak yaitu 45,6 %, 
 sedangkan lain-lain menempati urutan ke-2 yaitu sebesar 11 %. Sedangkan penduduk 
dengan mata pencaharian buruh tani menempati urutan ke-3 dan buruh nelayan tidak 
dijumpai di Kecamatan Colomadu. 
 
B. Deskripsi Permasalahan 
1. Perjudian sering terjadi di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar 
Perjudian adalah permainan yang dilakukan oleh beberapa orang yang berupa 
taruhan uang maupun barang yang bersifat untung-untungan untuk mencari 
kemenangan sesuai yang diharapkan. Kebiasaan berjudi ini sudah ada jauh sebelum 
datangnya agama islam bahkan kitab-kitab suci agama-agama dan buku-buku sejarah 
lainnya yang menyebutkan bahwa di kalangan para pemimpin maupun orang-orang 
awam di setiap bangsa, bahkan diantara para nabi sekalipun, perjudian sama sekali 
bukan merupakan hal yang asing. Peraturan tentang perjudian dalam hukum islam itu 
melarang dan diharamkan seperti yang tercantum dalam Al-Qur`an yang terdapat 
dalam Q.S. Al-Baqarah ayat 219 dan Q.S. Al-Maidah ayat 90 sampai dengan ayat 91 
yang mengatur tentang segala bentuk dan macam dari perjudian tersebut dilarang 
keras dalam ajaran agama dan hukumnya haram untuk dikerjakan. Sedangkan 
perjudian dalam hukum positif dilarang dengan dikeluarkanya Undang-Undang No. 7 
tahun 1974 yang mengatur tentang penertiban perjudian dan Peraturan Pemerintah 
No. 9 tahun 1981 sebagai pelaksana dari Undang-Undang tersebut. Bahkan dalam 
Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dalam pasal 303 ayat 1 sampai 3 menyebutkan 
dengan jelas tentang hukuman dan denda yang diterima relatif tinggi sehingga dapat 
dimungkinkan untuk membuat jera para pelaku judi.   
Tabel 7. Intensitas Perjudian di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar. 
No Responden Jenis 
Perjudian 
Pernyataan Responden  Intensitas bermain Judi 
 
Sering Jarang 



















































































dalam keluarga saya 
yang kurang dan bisa 
dibilang golongan yang 
miskin walaupun sudah 
mendapatkan bantuan 
dari pemerintah namun 
tidak mencukupi untuk 
kebutuhan, dengan judi 
saya sering menang 
sehingga mendapatkan 
uang lebih dari hasil 
main judi”. 
“Saya bermain judi 
untuk mendapatkan 
uang agar kebutuhan 
ekonmi keluarga, 
terkadang saya menang 




saring kalah namun 
saya tidak pernah 
memperhitungkan 















































































































































saya yang mendorong 
untuk ikut berjudi 
supaya mendapatkan 
uang dengan cepat”. 
“Ekonomi, saya sering 
menang dari pada kalah 
sehingga kebutuhan 
keluarga bisa saya 
penuhi”. 
“Perekonomian. Saya 
bermain judi hanya 
tergantung pada nasib 
dan keberuntungan bila 
menang uangnya untuk 
anak-istri bila kalah 




saya yang kecukupan, 
bermain judi hanya 
untuk mengisi waktu 
luang, buat saya kalah-















































































































































ekonomi saya serba 
cukup, namun saya 
bermain judi dengan 
teman hanya sebagai 
sarana hiburan saja”.  




ekonomi karena saya 
sering menang berjudi 
dibandingkan kalah”. 
“Saya berjudi dengan 
teman-teman yang lain 
karena masyarakat 
disini bersikap acuh tak 
acuh terhadap keadaan 
lingkungan sekitarnya 
seperti berjudi, mabuk 
dan lainnya sehingga 
saya dan teman yang 
lain lebih leluasa dan 
nyaman untuk berjudi.” 
“Saya bermain judi 
disini lebih tenang, 
karena masyarakatnya 
















































































































































bersikap individu, acuh 
tak acuh dan 
mengabaikan norma-
norma yang berlaku ”. 
“Saya suka melakukan 




didaerah saya yang 
warganya bersikap  
mementingkan diri 
sendiri sehingga saya 
lebih leluasa untuk 
berjudi dan mabuk-
mabukan”. 
“Saya lebih nyaman 
dan aman bila berjudi 
disini yang dikarenakan 
masyarakat tidak mau 
tau dengan keadaan 
lingkungannya”. 
“Berjudi bagi saya 
hanya untuk hiburan 














































































































































“Saya sering berjudi 
hanya sebagai sarana 
hiburan atau rekreasi 
untuk mengisi waktu 
luang bila tidak ada 
kegiatan dan untuk 
menghilangkan rasa 
kebosenan atau untuk 
melupakan kejenuhan 
setelah sehari bekerja”. 
“Sebagai sarana 
rekreasi dengan teman 
bila tidak ada 
kegiatan”. 
“Saya hanya kadang-
kadang ikut bermain 
judi dengan teman 
sekedar mengisi waktu 
luang dan hanya 
bermain untuk seru-
seruan atau hiburan”. 
“Bermain judi bagi 
saya hanya hiburan 
untuk mengilangkan 
rasa bosen”. 
“Saya sering berlatih 













































































































































menjadi ahli atau 
terampil dalam 
berjudi”. 
 “Saya bermain judi 
karena ingin belajar 
agar menjadi terampil 
sehingga apabila diajak 
teman berjudi bisa 
menang banyak dan 
tidak diejek oleh teman 
yang lainnya”. 
“Saya bermain judi 
hanya sebagai hobi saja 
untuk menghilangkan 
kejenuhan”. 
“Kesukaan atau hobi 
untuk berjudi sudah 
saya lakukan sejak dari 
kecil hingga sekarang 
sehingga sulit 
dihilangkan”. 
“Bermain judi sudah 
menjadi hobi atau 
kegemaran saya 
sehingga sering diajak 
















































































































































kebiasaan saya bermain 





menjadi kebiasaan bagi 
saya sejak dulu 
walaupun bukan faktor 
dari keluarga karena 
lingkungan pergaulan”. 
“Ayah dan kakak saya 
suka berjudi jadi saya 
juga ikut bermain judi 
mungkin sudah 
keturunan dari keluarga 
yang silit dihilangkan”. 
“Faktor kemenangan. 
dengan bermain judi 
bagi saya untuk 
mencari kemenangan 
dalam setiap 










































































































judi maka kemenangan 
yang lebih besar yang 
akan diperoleh 
dibandingkan dengan 
kekalahan yang saya 




kemenangan selalu ada 
dipikiran saya 
dibandingkan kalah 
dalam setiap berjudi”. 


































Berdasarkan tabel diatas dapat diketahui bahwa intesitas perjudian Kecamatan 
Colomadu Kabupaten Karanganyar adalah sering terjadi yaitu antara 5 sampai 7 kali 
dalam satu minggu melakukan permainan judi. Hal ini ditujukan oleh 20 responden 
dari 32 responden yang menyatakan sering berjudi, dan 12 responden lainnya 
menyatakan jarang berjudi antara 1 sampai 3 kali dalam satu minggu melakukan 
permainan judi. Dari beberapa responden menyatakan alasan melakukan perjudian 
lebih dikerenakan tingkat ekonomi. Seperti yang diungkapkan Ariyanto “Tingkat 
perekonomian dalam keluarga saya yang kurang dan bisa dibilang golongan yang 
miskin walaupun sudah mendapatkan bantuan dari pemerintah namun tidak 
 mencukupi untuk kebutuhan, dengan judi saya sering menang sehingga mendapatkan 
uang lebih dari hasil main judi.” (Wawancara, 9 Februari 2008), Hendri “Bermain 
judi untuk mendapatkan uang agar kebutuhan ekonmi keluarga, terkadang saya 
menang dan terkadang juga kalah tergantung keberuntungan.” (Wawancara, 9 
Februari 2008), Harno “Ekonomi, walaupun saring kalah namun saya tidak pernah 
memperhitungkan kekalahan, yang saya perhitungkan hanya kemenangan yang 
diperoleh.” (Wawancara, 19 Februari 2008). 
Hal tersebut dibenarkan oleh beberapa tokoh masyarakat yang ada 
dilingkungan sekitar pelaku perjudian, seperti yang diumgkapkan oleh Bp. Suseno 
selaku Kepala desa Baturan ”Karena memang tidak mudah dalam menanggulangi 
perjudian yang sering terjadi dimasyarakat yang dilakukan secara sembunyi-
sembunyi, terutama di daerah Kecamatan Colomadu ini.” (Wawancara, 7 Februari 
2008), Bp. Pungki selaku staf administrasi Kecamatan Colomadu “Di daerah 
Kecamatan Colomadu memang sudah ada beberapa laporan dari masyarakat tentang 
sering terjadi permainan judi, tetapi perjudian yang ada lebih banyak dilakukan secara 
sembunyi.” (Wawancara, 4 Maret 2008), Bp. Parjoko selaku satgas keamanan desa 
Baturan “Perjudian memang sering terjadi didaerah ini yang dilakukan oleh 
masyarakat, walaupun sudah dilakukan penanggulangan namun perjudian yang 
dilakukan selalu tersembunyi dan berpindah-pindah tempatnya.” (Wawancara, 6 
Maret 2008). 
Maka dapat disimpulkan bahwa di Kecamatan Colomadu sering terjadi 
perjudian antara 5 sampai 7 kali sehari. Dari pernyataan responden yang melakukan 
perjudian diketahui beberapa alasan pelaku perjudian adalah perekonomian 
masyarakat, saranan hiburan, sebagai pekerjaan sampingan, sikap acuh tak acuh, 
latihan menjadi terampil, sebagai hobi, turun temurun keluarga, dan harapan 
mendapatkan kemenangan. 
Berikut ini merupakan beberapa alasan berjudi yang diungkapkan oleh 
responden pelaku perjudian. 


































1 Ariyanto  _ _ _ _ _ _ _ 
2 Hendri  _ _ _ _ _ _ _ 
3 Harno  _ _ _ _ _ _ _ 
4 Sutrisno  _ _ _ _ _ _ _ 
5 Joko  _ _ _ _ _ _ _ 
6 Rosidi  _ _ _ _ _ _ _ 
7 Yudha  _ _ _ _ _ _ _ 
8 Jutri   _ _ _ _ _ _ 
9 Winadi  _   _ _ _ _ _ 
10 Sugeng _ _ _   _ _ _ _ 
11 Anton _ _ _   _ _ _ _ 
12 Rendi _ _ _   _ _ _ _ 
13 Mento _ _ _   _ _ _ _ 
14 Kunto _ _ _   _ _ _ _ 
15 Walidi _ _ _   _ _ _ _ 
16 Doni _  _ _ _ _ _ _ 
17 Agus _  _ _ _ _ _ _ 
18 Kamtowiji _  _ _ _ _ _ _ 
19 Jatmiko _  _ _ _ _ _ _ 
20 Memet _  _ _ _ _ _ _ 
21 Widodo _ _ _ _  _ _ _ 
22 Topan _ _ _ _  _ _ _ 
 23 Bandoko _ _ _ _ _  _ _ 
24 Walgito _ _ _ _ _  _ _ 
25 Muklisin _ _ _ _ _  _ _ 
26 Siman _ _ _ _ _ _   _ 
27 Bagong _ _ _ _ _ _   _ 
28 Untung _ _ _ _ _ _   _ 
29 Wiradi _ _ _ _ _ _ _   
30 Bandiyono _ _ _ _ _ _ _   
31 Tungki _ _ _ _ _ _ _   
32 Guntur _ _ _ _ _ _ _   
 
Berdasarkan tabel diatas para pelaku berjudi disebabkan oleh faktor hobi 
seperti yang diungkapkan oleh Bandoko “Bermain judi hanya sebagai hobi saja untuk 
menghilangkan kejenuhan”. (Wawancara, 25 Februari 2008), Walgito “Kesukaan 
atau hobi untuk berjudi sudah saya lakukan sejak dari kecil hingga sekarang sehingga 
sulit dihilangkan”. (Wawancara, 8 Maret 2008), Muklisin “bermain judi sudah 
menjadi hobi atau kegemaran saya sehingga sering diajak teman untuk ikut 
meramaikan suasana”. (Wawancara, 13 Maret 2008). Karena kasukaan atau hobi 
yang dimiliki oleh seseorang dalam bermain judi akibat dari lingkungan dalam 
masyarakat yang mendukung untuk seseorang berjudi. 
Dan adanya harapan mendapat kemenangan seperti yang diungkapkan oleh 
Bandiyono “Spekulasi kemenangan semakin saya mahir bermain judi maka 
kemenangan yang lebih besar yang akan diperoleh dibandingkan dengan kekalahan 
yang saya dapatkan dalam suatu permainan judi”. (Wawancara,13 Februari 2008), 
Tungki “Anggapan untuk mendapatkan kemenangan selalu ada dipikiran saya 
dibandingkan kalah dalam setiap berjudi”. (Wawancara, 13 Februari 2008), Guntur 
“Adanya harapan atau keinginan untuk mendapatkan kemenangan dalam setiap 
bermain judi”. (Wawancara, 8 Maret 2008). Kerena permainan judi memberikan 
 keuntungan yang berlipat ganda dari uang yang dipertaruhkan maka setiap pemain 
selalu mengharapkan kemenagan.   
Berdasarkan pernyataan diatas, dapat diketahui alasan para pelaku perjudian 
di Kecamatan Colomadu melakukan judi karena sebagai hobi dan adanya harapan 
agar mendapatkan kemenangan dalam setiap permainan judi. 
 
2. Partisipasi Warga Negara dalam menanggulangi perjudian 
Partisipasi adalah Keterlibatan mental atau pikiran dan emosi (perasaan) 
dalam suatu kelompok yang mendorong untuk memberikan sumbangan kepada 
kelompok dalam usaha untuk mencapai tujuan serta bertanggung jawab terhadap 
usaha yang dilakukan. Warga Negara adalah Penduduk sebuah negara atau bangsa 
yang berdasarkan ius sanguinus (keturunan), ius soli (tempat kelahiran) yang 
mempunyai kawajiban dan hak penuh sebagai seorang warga negara dari negara 
tesebut. Perjudian adalah Tiap permainan yang pengharapan untuk menang 
tergantung pada hal yang kebetulan, nasib, peruntungan yang tidak dapat 
direncanakan dan diperhitungkan.  
Tabel 9. Penanggulangan perjudian. 







1 Melaporkan tindak pidana 
perjudian yang meresahkan 
dan merugikan masyarakat 








Bpk. Siwil, Bpk. 
Muchsin, Bpk. Suheri, 
Sdri. Yudhita, Sdr. Budi, 
Bpk. Mursit, Bpk. 
Sarmidi, Sdr. Wawan, 
Bpk. Heru, Bpk. Parjoko. 








Bpk. Tukijo, Bpk. Sabar.  
 3 Partisipasi masyarakat 
melalui pemberian 
informasi telah terjadinya 
tindak pidana perjudian 
kepada pihak kepolisian 







Ibu. Munangsih, Bpk. 




















Bpk. Suseno, Ibu. Rini, 
Bpk. Torik, Sdr. Agung, 
Bpk. Azis.  
6 Memberikan teguran 
kepada para penjudi agar 








Sdr. Bowo, Bpk 
Sarjianto. 
7 Memberikan sangsi yang 
tegas kepada pelaku 
perjudian karena telah 
melanggar hukum dan 
norma-norma yang ada 
dalam masyarakat supaya 








Sdr. Pipit, Bpk. Angga 
 
Berdasarkan tabel diatas maka dapat diketahui bahwa partisipasi warga 
masyarakat di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar dalam menanggulangi 
perjudian dimasyarakat berupa melaporkan tindak pidana perjudian yang meresahkan 
dan merugikan masyarakat kepada pihak yang berwajib. Bpk. Siwil “Melaporkan 
 kepada pihak yang terkait baik itu aparat kepolisian agar ditanggulangi dengan cepat 
agar tidak menimbulkan masalah dikemudian hari dan dapat memberikan rasa aman 
dan nyaman bagi masyarakat”. (Wawancara, 10 Februari 2008), Bpk. Suheri “Dengan 
adanya perjudian dimasyarakat menjadikan suasana tidak nyaman berada 
dilingkungannya untuk itu harus melaporkan kepada pihak kepolisian supaya 
memberikan efek jera pada pelaku perjudian”. (Wawancara, 11 Februari 2008), Sdri. 
Yudhita “Dilakukan dengan jalan melaporkan kepada pihak kepolisian adanya 
perilaku berjudi didaerah ini yang sudah meresahkan dan menganggu ketentraman 
masyarakat”. (Wawancara, 14 Februari 2008).  
Dan membentuk pos keamanan lingkungan yang diungkapkan Bpk. Suseno 
“Dengan menjaga lingkungannya masing-masing dimulai dari lingkup keluarga 
kemudian dalam lingkup masyarakat berupa mengadakan siskampling secara 
bergiliran, mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan yang bersifat mendidik dan 
bermanfaat untuk masyarakat.” (Wawancara, 9 Februari 2008), Ibu. Rini “Dengan 
diadakanya kegiatan ronda malam atau siskampling antar warga masyarakat untuk 
mencegah hal-hal yang negatif yang terjadi dilingkukngan masyarakat seperti tindak 
pencurian, perjudian, mabuk-mabukan dan lain sebagainya.” (Wawancara, 19 
Februari 2008), Bpk. Torik “Mendirikan pos-pos keamanan dalam lingkungan 
masyarakat yang dapat dimanfaatkan untuk siskampling dengan warga masyarakat 
yang lain secara bergiliran.” (Wawancara, 29 Februari 2008), 
Hal tersebut dibenarkan oleh beberapa pelaku perjudian yang ada disekitar 
masyarakat, seperti yang diumgkapkan oleh Jatmiko “Ikut bersama warga masyarakat 
yang lain untuk melaporkan kepada pihak kepolisian adanya arena judi.” 
(Wawancara, 13 Februari 2008), Rendi “Dengan warga masyarakat yang lain untuk 
memberikan informasi dan melaporkan adanya tindak perjudian kepada pihak yang 
berwajib”. (Wawancara, 25 Februari 2008 ), Muklisin “Melaporkan adanya tindak 
perjudian kepada aparat kepolisian maupun kepada aparat desa.” (Wawancara, 13 
Maret 2008). Seperti juga yang diungkapkan oleh Wiradi “Berpartisipasi membuat 
pos keamanan bersama-sama dengan warga masyarakat yang lainnya supaya bisa 
 digunakan bersama untuk menjaga keamanan dan ketertiban dalam masyarakat”. 
(Wawancara, 9 Februari 2008), Bandiyono “membantu dalam pembangunan 
poskapling disekitar lingkungan saya untuk sekedar berkumpul”. (Wawancara, 13 
Februari 2008), Memet “Ikut serta dalam kegiatan siskampling yang diadakan 
dimasyarakat.” (Wawancara, 25 Februari 2008). 
Berdasarkan pernyataan diatas, maka dapat ditarik kesimpulan bahwa 
partisipasi warga masyarakat dalam menanggulangi perjudian dilakukan berupa 
melaporkan tindak pidana perjudian yang meresahkan dan merugikan masyarakat 
kepada pihak yang berwajib, dan membentuk pos keamanan lingkungan. 
 
C. Temuan Studi 
Berdasarkan hasil penelitian yang telah dipaparkan diatas, dalam penelitian ini 
peneliti dapat mengemukakan temuan studi yaitu: 
1. Perjudian sering terjadi di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, hal ini 
merupakan perilaku yang menyimpang dari hukum Islam dan hukum positif, 
apapun bentuk dan macan dari perjudian itu dilarang karena diharamkan oleh 
agama. Adapun alasan para pelaku perjudian di Kecamatan Colomadu melakukan 
judi adalah sebagai hobi dan adanya harapan agar mendapatkan kemenangan 
dalam setiap permainan judi. Hal ini sesuai dengan pernyataan yang diungkapkan 
oleh Simanjuntak B, (1981:195) ada beberapa faktor yang menyebabkan 
timbulnya perjudian antara lain: 
1    Adanya pertaruhan yang mengharapkan keuntungan. 
2. Aspirasi materiil dari masyarakat. 
3. Longgarnya norma sosial masyarakat. 
4. Adanya spekulasi dan fantastik 
Sesuai dengan poin yang pertama yaitu adanya pertaruhan yang 
mengharapkan keuntungan atau kemenangan, maka dari adanya pengaharapan 
keuntungan yang berlipat ganda yang menyebabkan seseorang untuk berjudi.  
 2. Partisipasi warga masyarakat dalam menaggulangi perjudian yaitu berupa 
melaporkan tindak pidana perjudian yang meresahkan dan merugikan masyarakat 
kepada pihak yang berwajib, dan membentuk pos keamanan lingkungan. Hal ini 
sesuai (www. balipost.co.id/balipostcetak/2005/11/19/f1.htm) artinya 
partisipasi yang dilakukan hanya secara teori, tidak diterapkan dalam masyarakat. 
1. Langkah pertama, dapat dilakukan dengan membuat tim 
pelanggulangan judi terpadu aparat keamanan. 
2. Memasang sepanduk-sepanduk menentang perjudian, membuat 
informasi kerusakan akibat judi, dan bekerjasama dengan media massa 
untuk lebih menonjolkan gaya hidup iman dan takwa. 
3. Membentuk pos keamanan lingkungan (poskampling) dimana 
masyarakat dapat melaporkan perjudian. 
4. Memberikan pengaduan kepada polisi terhadap praktek perjudian. 
 Sesuai dengan poin yang ke tiga dan ke empat yaitu membentuk pos 
keamanan lingkungan dan memberikan pengaduan kepada polisi terhadap praktek 
perjudian, maka adanya partisipasi dari masyarakat adalah untuk menanggulagi 
adanya perjudian dalam masyarakat sehingga tercipta suasana yang aman dan 
tetram dalam masyarakat. 
Dari adanya partisipasi masyarakat tersebut dapat menanggulangi berbagai 
tindakan-tindakan kriminal berupa tindakan perjudian, pencurian, mabuk-
mabukan dan tindakan lainnya yang melanggar hukum dan norma-norma yang 
berlaku dalam masyarakat. 
 
BAB V 
KESIMPULAN, IMPLIKASI DAN SARAN 
 
A. Kesimpulan 
 Berdasarkan hasil penelitian yang telah penulis lakukan dan telah dipaparkan 
diatas maka dapat disimpulkan sebagai berikut: 
1. Perjudian sering terjadi di Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar, hal ini 
merupakan perilaku yang menyimpang dari hukum Islam dan hukum positif, 
apapun bentuk dan macan dari perjudian itu dilarang karena diharamkan oleh 
agama. Adapun alasan para pelaku perjudian di Kecamatan Colomadu melakukan 
judi karena sebagai hobi dan adanya harapan agar mendapatkan kemenangan 
dalam setiap permainan judi. 
2. Partisipasi warga masyarakat dalam menaggulangi perjudian yaitu melaporkan 
tindak pidana perjudian yang meresahkan dan merugikan masyarakat kepada 
pihak yang berwajib, dan membentuk pos keamanan lingkungan 
 
B. Implikasi 
Berdasarkan kesimpulan diatas, maka dalam penelitian mengenai Partisipasi 
warga negara dalam menanggulangi perjudian di Kecamatan Colomadu Kabupaten 
Karanganyar, maka dapat di kaji implikasinya baik secara teoritis maupun pratis dari 
penelitian ini sebagai berikut: 
Perjudian sering terjadi di masyarakat, hal ini merupakan perilaku yang 
menyimpang yang dikarenakan adanya kesukaan atau hobi dan adanya harapan agar 
mendapatkan kemenangan dalam setiap permainan judi. Sehingga perilaku tersebut 
bertentangan dengan hukum positif yang diatur di dalam Kitab Undang-Undang 
Hukum Pidana dalam pasal 303 ayat 1 sampai 3 yang mengatur tentang perjudian 
yang disempurnakan dengan UU No. 7 Tahun 1974  yang mengatur tentang 
penertiban perjudian dan aturan pelaksanaannya dalam PP No. 9 Tahun 1981 
mengenai ijin perjudian. Kemudian dalam hukum islam sudah dijelaskan bahwa 
perjudian adalah hukumnya haram seperti firman Allah dalam surat Al Maidah ayat 
90 sampai 91 yang dapat menyebabkan seseorang untuk terjerumus kedalam lembah 
kesengsaraan baik didunia maupun diakhirat nanti. 
 Partisipasi merupakan hak dan kewajiban dari setiap warga negara, yakni 
kewajiban warga negara terutama ikut serta berpartisipasi membantu menanggulangi 
perjudian dalam rangka mencegah kerusakan moral dan akhlak manusia Indonesia. 
Dimana mengenai hak dan kewajiban warga negara untuk membela negaranya diatur 
dalam UUD 1945 pasal 30 (1). Adapun upaya penanggulangi perjudian yang 
dilakukan masyarakat adalah membantu keterlaksanannya kegiatan pemerintah untuk 
menanggulangi perjudian yang telah berada dimasyarakat berupa melaporkan tindak 
pidana perjudian yang meresahkan dan merugikan masyarakat kepada pihak yang 
berwajib, dan membentuk pos keamanan lingkungan. Hal ini sesuai dengan pendapat 
dari Totok Mardikanto (1988:101) “Partisipasi adalah keikut sertaan seseorang atau 
sekelompok anggota masyarakat dalam suatu kegiatan” Adapun bentuk partisipasi 
yang diberikan adalah dengan meningkankan kesadaran masyarakat terhadap hukum 
agar peduli terhadap penyimpangan yang ada dilingkungannya, dan partisipasi yang 
kedua adalah adanya kerjasama dari semua lapisan masyarakat untuk menjaga 
keamanan dan ketertiban dilingkungannya.  
Kaitannya dengan pembelajaran IKN maka implikasinya adalah bahwa 
mengenai permasalahan yang sedang penulis teliti adalah berkaitan dengan materi 
IKN-PKN mengenai hak dan kewajiban warga negara, yang lebih spesifik pada 
kewajiban warga negara, yakni kewajiban warga negara untuk berpartisipasi ikut 
serta menanggulangi perjudian. Sehingga dengan ini masyarakat akan lebih tau 
mengenai hak dan kewajiban sebagai warga negara. Pada dasarnya kewajiban setiap 





Dari hasil penelitian yang penulis laksanakan tersebut diatas, maka penulis 
mengemukakan saran-saran antara lain ditujukan untuk : 
 1. Masyarakat, pada umumnya 
a. Masyarakat berperan aktif dalam kegiatan-kegiatan keagamaan, karang 
taruna, pengajian sehingga terbentuk kepribadian yang baik dan akhlak yang 
mulia. 
b. Masyarakat harus mentaati hukum dan norma-norma yang berlaku dalam 
masyarakat supaya tercipta suasana yang aman dan tentram 
2. Kepala desa 
a Aparat Kelurahan hendaklah melaporkan kepada aparat kepolisian atas judi 
yang dilakukan masyaratnya. 
b Aparat Kelurahan hendaklah memberikan penyuluhan kepada warga 
masyarakat tentang dampak perjudian yang ditimbulkannya. 
3. Pemerintah Kecamatan Colomadu Kabupaten Karanganyar  
Hendaklah melakukan pembinaan dan penyuluhan kepada warganya tentang 
dampak negatif yang ditimbulkan dari perjudian. 
4. Aparat Kepolisian 
a. Pihak kepolisian harus menangkap dan memberikan hukuman yang sesuai 
dengan hukum yang berlaku agar membuat jera pelaku perjudian. 
b. Pihak kepolisian harus bertindak dengan cepat dan tegas dalam memberantas 
pratek perjudian yang terjadi dimasyarakat. 
5. Pemerintah pusat 
Hendaklah pemerintah pusat bersama DPR untuk segera merevisi Undang-
Undang tentang Perjudian No. 7 tahun 1974 agar membuat jera pelaku perjudian 
dengan memberikan sanksi yang berat dan tegas sesuai dengan hukum.  
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